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ABSTRAK 
 
Wiwit Sriwulandari, D0105142, “Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan Tahun 2008”, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2009, 104 halaman. 
 
       Jumlah kasus DBD cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus 
DBD di Kabupaten Magetan paling banyak adalah tahun 2007 yakni 459 orang. 
Pada kenyataannya pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tahun 2008 mampu 
mengatasi kasus DBD di Kabupaten Magetan. Hal tersebut terbukti dengan 
menurunnya jumlah kasus DBD dan jumlah penderita yang meninggal dunia pada 
tahun 2008 daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu peneliti ingin 
mengkaji lebih lanjut mengapa hal tersebut bisa terjadi. 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Dinkes 
Kabupaten Magetan tahun 2008 serta hambatan-hambatan yang timbul dalam 
pelaksanaan program.  
       Dalam penelitian ini ada 4 tahapan penelitian yaitu menganalisis kesesuaian 
dokumen antara rencana dengan realisasinya, membandingkan dokumen dengan 
hasil dari key informant, membandingkan dengan hasil dari puskesmas, dan 
membandingkan dengan hasil dari masyarakat sekitar puskesmas. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian evaluasi kualitatif untuk menilai suatu program, 
kegiatan atau kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Sumber 
data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara, observasi, dan kuesioner 
dan data sekunder yaitu melalui dokumenter. Teknik penarikan sampel yang 
digunakan bersifat purposive sampling dan snowball sampling. Data yang 
diperoleh kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi 
sumber. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis 
interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD sudah 
sesuai rencana/target. Namun tujuan program belum bisa dinyatakan berhasil 
sepenuhnya karena hanya angka kematian yang dapat dicapai. Sedangkan angka 
kesakitan belum mencapai target 20/100.000 penduduk disebabkan adanya 
berbagai hambatan yang muncul antara lain kurangnya dana, kurangnya kesadaran 
masyarakat, masih kurangnya gerakan PSN, susahnya koordinasi dengan beberapa 
pihak, dan rendahnya pendidikan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut 
disarankan agar Dinkes mengkoordinasikan dan mengusulkan peningkatan 
anggaran serta masyarakat disadarkan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 
dan melakukan PSN DBD secara rutin. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya 
disarankan untuk melihat adanya fenomena kesalahan dalam penyusunan data dan 
diadakan pemeriksaan ulang ke seluruh puskesmas untuk lebih mengetahui 
adanya perbedaan data.              
ABSTRACT 
 
Wiwit Sriwulandari, D0105142, “An Evaluation on the Implementation of 
Preventing and Coping with Dengue Fever Disease Program of Health Office 
of Regency Magetan in 2008”, Thesis, Administration Study Department, 
Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 
2009, 104 pages. 
 
       The number of Dengue Fever Disease cases tends to increases over years. The 
highest number of Dengue Fever Disease cases in Regency Magetan in 2007 is 
459 persons. In fact implementation on the Program of Preventing and Coping 
with Dengue Fever Disease of Health Office of Regency Magetan in 2008 can 
solve the Dengue Fever Disease cases in Regency Magetan. It can be seen from 
the decreased number of Dengue Fever Disease cases and number of died patient 
of 2008 compared with that of previous years. Therefore the author wants to study 
further why that can happen. 
       The goal of this research is to know how far success of implementation on the 
Program of Preventing and Coping with Dengue Fever Disease of Health Office 
of Regency Magetan in 2008 and obstacles raising in implementation program. 
       In this research there are 4 stages of research: analyzing the compatibility 
document between the plan and the realization, comparing the document and the 
result from the key informant, comparing with the result from public health 
center, and comparing with the result from the people surrounding the public 
health center. This research employed an evaluative qualitative research type for 
assessing program, activity or policy aimed at intervening with the society. The 
data source was obtained from primary data through interview, observation, and 
questionnaire, and secondary data through documentation. The sampling 
technique employed was purposive sampling and snowball sampling. The data 
obtained was then tested for its validity using the source triangulation technique. 
Subsequently, the data analysis was done using an interactive analysis model 
encompassing data reduction, display and conclusion drawing. 
       Based on the result of research, it can be concluded that the implementation 
on the Program of Preventing and Coping with Dengue Fever Disease has been 
consistent with the plan/target. However, purpose of program has not been 
successful completely because only the case fatality rate can be reached. While 
the incidence rate has not reached the target of 20/100.000 populations due to 
considerable obstacles raising including the lack of fund, the lack of society’s 
awareness, the lack of PSN movement, the difficulty of coordination among many 
parties, and the society’s lower education. From the result of research, it is 
recommended that Health Office to coordinate and suggest to increase of fund and 
the society should be alerted to live cleanly and healthly and to conduct PSN 
Dengue Fever Disease routinely. Meanwhile for the author furthermore it is 
recommended to consider the phenomenon of data arrangement error and to cross 
check all public health center in order to find out the data differences. 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam 
upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna 
peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat (Supriatna, 
2000:13). Dalam pembangunan tersebut salah satunya terdapat upaya untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pelayanan kesehatan, 
pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Untuk mencapai keberhasilan 
pembangunan dibutuhkan manusia yang berkualitas, sumber dana yang 
memadai dan kekayaan atau potensi alam yang mendukung. 
       Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 
melalui perbaikan kesehatan yang dijalankan dalam program pembangunan 
bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal. Oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan 
mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional. 
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari 
membaiknya indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat seperti Angka 
Kematian Bayi dan Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kesakitan 
dan Angka Kematian Terhadap Penyakit-Penyakit Menular Tertentu, Angka 
Harapan Hidup dan Status Gizi. 
       Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan harus 
ditunjang dengan peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan. 
Dengan adanya mutu lembaga dan pelayanan kesehatan yang memadai 
diharapkan gerak pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah 
memberikan perhatian yang serius terhadap masalah penyelenggaraan 
kesehatan dalam rangka pembangunan masyarakat yang sehat. Hal tersebut 
dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
Bab V Pasal 11 yang dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan dalam 
rangka pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 
berikut: 
 
       Dari penjelasan diatas nampak bahwa pemberantasan penyakit merupakan 
bagian dari kegiatan pembangunan kesehatan yang berarti juga mendapat 
a. Kesehatan keluarga 
b. Perbaikan gizi 
c. Pengamanan makanan dan 
minuman 
d. Kesehatan lingkungan 
e. Kesehatan kerja 
f. Kesehatan jiwa 
g. Pemberantasan penyakit 
h. Penyembuhan penyakit dan  
pemulihan kesehatan 
i. Penyuluhan kesehatan 
masyarakat 
j. Pengamanan sediaan farmasi 
dan alat kesehatan 
k. Pengamanan zat adiktif 
l. Kesehatan sekolah 
m. Kesehatan olah raga 
n. Pengobatan tradisional 
o. Kesehatan mata 
 
perhatian yang serius dari pemerintah. Penyakit menular yang menjadi sasaran 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi diare, 
HIV/AIDS, kusta, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan lain-lain. 
       Sebagai bagian dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Menular, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD) penting untuk dilaksanakan karena penyakit ini 
mudah mewabah, vaksin pencegahannya belum ditemukan, dan vektor 
perantara penyakit ini tersebar luas di lingkungan sekitar masyarakat. Wujud 
nyata dari perhatian pemerintah terhadap penyakit DBD adalah dengan 
dikeluarkannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD di 
berbagai daerah yang dilanda penyakit ini. Pelaksanaan Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit DBD ini didasarkan pada Keputusan Menteri 
No. 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD).   
       Jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1999 terjadi 
21.134 kasus, tahun 2000 sebanyak 33.443 kasus, tahun 2001 sebanyak 
45.904 kasus, tahun 2002 sebanyak 40.377 kasus, dan tahun 2003 sebanyak 
50.131 kasus dengan jumlah kematian 743 orang (www.sinarharapan.co.id). 
Selain itu sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 5 Maret 2005 secara 
kumulatif jumlah kasus DBD yang dilaporkan dan telah ditangani sebanyak 
26.015 kasus dengan kematian mencapai 389 orang (www.depkes.go.id). 
Jumlah kasus tersebut terus meningkat dikarenakan minimnya pola hidup 
bersih masyarakat, curah hujan yang tinggi dan banyak air yang menggenang 
saat musim hujan, lingkungan kumuh yang memungkinkan berkembang 
biaknya nyamuk Aedes Aegypti, dan kesadaran masyarakat yang masih sangat 
kurang untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 
       Sehubungan dengan tingginya angka korban penderita penyakit DBD di 
berbagai daerah, ternyata di Kabupaten Magetan sendiripun terjadi hal yang 
sama karena wilayah Kabupaten Magetan ternyata merupakan daerah endemis 
DBD (daerah yang selama tiga tahun terakhir berturut-turut terjadi kasus 
DBD). Kasus DBD ini menyerang hampir merata di seluruh wilayah Magetan. 
Berikut ini adalah grafik kasus DBD di Kabupaten Magetan selama 5 tahun 
terakhir (tahun 2004 – 2008). 
Grafik 1.1
Kasus Penyakit DBD Kabupaten Magetan
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Sumber : Dinkes Magetan, Kasus DBD per Puskesmas se-Kabupaten Magetan (diolah) 
 
       Dari data diatas nampak bahwa setiap tahun selalu terjadi kasus DBD dan 
cenderung meningkat. Jumlah penderita penyakit DBD di Kabupaten Magetan 
pada tahun 2004 merupakan jumlah yang paling sedikit yakni 236 orang. 
Sedangkan jumlah penderita penyakit DBD yang paling banyak adalah pada 
tahun 2007 yakni 459 orang dan 14 orang meninggal. Kemudian pada tahun 
2008 jumlah penderita penyakit DBD menurun menjadi 335 orang  dan 3 
orang meninggal. Selain itu terdapat keunikan pula di Kabupaten Magetan 
yang terdiri dari daerah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 
60 – 1600 meter di atas permukaan air laut ini. Keunikan tersebut adalah 
walaupun sebagian Kabupaten Magetan juga terletak di daerah dataran tinggi 
ternyata kasus DBD yang terjadi termasuk kategori tinggi. Kasus DBD ini 
juga menyerang beberapa kawasan di dataran tinggi seperti Kecamatan 
Panekan Kabupaten Magetan yang berada di ketinggian 800 meter di atas 
permukaan air laut, padahal biasanya kasus DBD banyak terjadi di daerah 
dataran rendah dan dekat dengan pantai atau pesisir, sebab pada daerah yang 
relatif rendah nyamuk penularnya dapat berkembang biak dengan lebih mudah 
dibandingkan dengan daerah dataran tinggi.  
       Wabah DBD harus dihambat penyebarannya sehingga tidak meluas dan 
menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Lebih dari itu angka 
kematian harus ditekan serendah mungkin. Oleh karena itu Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan yang bertugas menyelenggarakan sebagian kewenangan 
daerah di bidang kesehatan, mempunyai program prioritas yaitu Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Hal tersebut dikarenakan 
penyakit DBD adalah penyakit menular yang berbahaya dan dalam waktu 
singkat bisa menimbulkan kematian. 
       Dalam suatu organisasi pasti mempunyai manajemen strategis, karena 
manajemen strategis merupakan suatu cara memimpin organisasi untuk 
mencapai misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. 
Dinas Kesehatan perlu menerapkan manajemen strategis untuk mengantisipasi 
perubahan lingkungan organisasi yang semakin cepat dan kompleks, sehingga 
keberhasilan manajemen strategis ditentukan oleh para manajer atau 
pimpinannya. 
       Manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, 
implementasi, dan evaluasi. Evaluasi merupakan tahap yang penting dalam 
manajemen strategis. Perumusan strategi dapat diukur, struktur organisasi 
dapat diciptakan untuk memperlancar tercapainya tujuan-tujuan secara efisien, 
dan karyawan-karyawan dapat diarahkan dan dimotivasi. Namun, tidak ada 
jaminan bahwa kegiatan-kegiatan itu akan berlangsung sesuai dengan yang 
direncanakan dan tujuan-tujuan yang dikejar para manajer atau pimpinan itu 
sungguh-sungguh tercapai. 
       Pada kenyataannya pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan tahun 2008 mampu mengatasi kasus DBD di Kabupaten 
Magetan. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya jumlah kasus DBD dan 
jumlah penderita yang meninggal dunia pada tahun 2008 daripada tahun-tahun 
sebelumnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Dr Harry Susanto, Kepala Dinas 
Kesehatan, dari data Dinas Kesehatan kasus DBD tahun 2007 terdapat 459 
dan 14 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan tahun 2008 hingga bulan 
Agustus tercatat 276 kasus DBD dan 2 diantaranya meninggal dunia, sehingga 
kemungkinan kasus DBD tahun 2008 ini diprediksi menurun 
(www.moderatofm.com). Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut 
mengapa hal tersebut bisa terjadi. 
 
B. Perumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dinas 
Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2008 ? 
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan? 
 
C. Tujuan Penelitian  
       Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2008 serta hambatan-hambatan 
yang timbul dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Dapat memberi gambaran sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
2. Melatih kepekaan peneliti terhadap berbagai perubahan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. 
3. Sebagai bahan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak terkait yang 
mungkin ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang 
akan datang. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Manajemen Strategis 
       Manajemen strategis muncul pada tahun 1980-an. Model tersebut lahir  
dikarenakan pada model sebelumnya yaitu perencanaan strategis, 
memberikan perhatian yang sangat berlebihan hanya pada fungsi 
perencanaan yang mengakibatkan pengabaian fungsi-fungsi lain dari 
manajemen, yaitu aspek pelaksanaan dan evaluasi. Manajemen strategis 
mengkombinasikan pola berpikir strategis dengan fungsi-fungsi 
manajemen. Segala sesuatu yang bersifat strategis tidak hanya 
perencanaan, tetapi perlu dilanjutkan sampai tingkat evaluasi.  
       Manajemen strategis merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari 
kata ”manajemen dan strategis” yang masing-masing memiliki pengertian 
tersendiri, yang setelah dirangkaikan menjadi satu terminologi berubah 
dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Oleh karena itu penulis akan 
mengutip lebih dulu pengertian manajemen dan strategi. Menurut Robbin 
(dalam Purwanto, 2008:17) ”istilah manajemen mengacu pada proses 
mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar 
diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain”. 
Sedangkan ”strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk 
mencapai tujuan” (Skinner dalam Akdon, 2007:4).  
       Dalam perjalanan sejarahnya di lingkungan organisasi profit dan non 
profit pengertian manajemen strategis ternyata telah semakin berkembang. 
Salah satu diantaranya menurut Parnell sebagai berikut: 
strategic management is a broader term than strategy and refers to 
a process that includes top management’s analysis of the 
organisation’s internal and external environments prior to 
formulating a strategy, as well as plans for implementation and 
control (International Journal Sustainable Strategic Management, 
37).  
 
       Terjemahannya kurang lebih, manajemen strategis adalah suatu istilah 
lebih luas dibanding strategi dan mengacu pada suatu proses yang meliputi 
analisa puncak manajemen dari internal organisasi dan lingkungan 
eksternal sebelum merumuskan suatu strategi, maupun rencana untuk 
implementasi dan pengendalian. 
       Kemudian ahli manajemen yang lain yaitu David (dalam Salusu, 
1998:493) mengatakan bahwa yang disebut ”manajemen strategis adalah 
seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang akan 
memampukan organisasi mencapai sasarannya”. Pendapat berikutnya 
menurut Salusu (1998:490) bahwa: 
Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai 
akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya, mencocokkan 
apakah hasil itu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu apakah 
hasil itu cukup memberi kepuasan kepada konsumen. Dalam hal 
ini, keberhasilan organisasi memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam 
wilayah pelayanannya.          
                                                                                           
       Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Hosseini dan Mohammady 
sebagai berikut: 
Strategic management focuses on building a solid underlying 
structure to your business that will subsequently be fleshed out 
through the combined efforts of every individual you employ. 
Strategic management hinges upon answering three key questions: 
What are my business’s objectives? What are the best ways to 
achieve those objectives? What resources are required to make 
that happen? (International Journal of Management Science and 
Engineering Management, 316-317). 
  
       Terjemahannya kurang lebih, manajemen strategis memusat pada 
bangunan yang kokoh mendasari struktur untuk bisnismu yang kemudian 
akan diluaskan melalui usaha yang dikombinasikan dari tiap individu yang 
kamu pekerjakan. Manajemen strategis bergantung pada menjawab tiga 
pertanyaan kunci: Apa sasaran hasil bisnisku? Apa jalan terbaik untuk 
mencapai sasaran hasil itu? Sumber daya apa yang diperlukan untuk 
membuat itu terjadi? 
       Definisi lainnya menurut Dirgantoro (2004:9) menyebutkan bahwa: 
manajemen strategis merupakan suatu proses berkesinambungan 
yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat match dengan 
lingkungannya, atau dengan kata lain, organisasi secara 
keseluruhan dapat selalu responsif terhadap perubahan-perubahan 
di dalam lingkungannya baik yang bersifat internal maupun 
eksternal.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Model atau Kerangka Manajemen Strategis 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dirgantoro (2004:11) 
 
       Model manajemen strategis dibentuk untuk memberikan suatu 
kerangka berpikir yang mudah di dalam memahami bagaimana 
manajemen strategis bekerja. Model tersebut dibentuk dari tiga elemen 
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dasar manajemen strategis, yaitu analisis lingkungan, penetapan visi; misi 
dan objective serta strategi sebagai elemen terakhir (Dirgantoro, 2004:12). 
       Dari uraian manajemen strategis diatas dapat dipahami bahwa 
manajemen strategis lebih bersifat menyeluruh, tidak hanya meliputi 
kegiatan perencanaan strategis tetapi manajemen strategis meliputi seluruh 
kegiatan dari perumusan rencana, implementasi rencana strategis, kontrol 
implementasi, dan evaluasi pelaksanaannya. Manajemen strategis 
merupakan aktivitas manajemen yang berorientasi ke depan dengan 
penggunaan metode berpikir dan bertindak strategis. Manajemen strategis 
sangat perhatian terhadap usaha untuk memanipulasi kelemahan-
kelemahan menjadi kekuatan dan mengeliminasi berbagai ancaman dari 
luar organisasi. 
       Dengan demikian fokus manajemen strategis adalah pada lingkungan 
eksternal dan pada operasi-operasi masa mendatang. Manajemen strategis 
mendeterminasi arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan dan 
menghubungkan sumber-sumber daya organisasi yang ada dengan 
peluang-peluang pada lingkungan yang lebih besar. 
       Manajemen strategis dalam penelitian ini adalah serangkaian 
keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan (perumusan strategi, 
implementasi, dan evaluasi) yang menentukan keberhasilan 
perusahaan/organisasi dalam jangka panjang serta perusahaan/organisasi 
harus selalu responsif terhadap perubahan-perubahan di dalam 
lingkungannya baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
2. Evaluasi 
       Berdasarkan kegiatan-kegiatan manajemen strategis yang meliputi 
perumusan atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan, dan 
evaluasi, letak penelitian ini adalah pada evaluasi. Jauch dan Glueck 
(1999:405) mengemukakan bahwa ”evaluasi strategi adalah tahap proses 
manajemen strategis di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa 
strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan 
perusahaan”. Penelusuran strategi dan pelaksanaannya secara menyeluruh 
membutuhkan sistem pengendalian, sistem imbalan yang tepat, dan sistem 
informasi yang efektif, yang dapat memberi balikan (feedback) yang 
lengkap dan tepat waktu kepada manajer sehingga mereka dapat bertindak 
atas dasar itu. Ini semuanya adalah unsur-unsur integral dari pelaksanaan 
dan evaluasi untuk memastikan agar rencana akan berjalan dan sedang 
berjalan. Sistem evaluasi juga diperlukan sebagai cara untuk 
memanfaatkan kembali umpan balik sebagai masukan untuk perencanaan 
strategi baru dan sebagai sarana untuk pengecekan/pengujian ganda bahwa 
strategi yang dipilih sudah konsisten, tepat, dan dapat dijalankan dengan 
analisis internal dan eksternal serta rencana untuk melaksanakannya. 
Umpan balik tersebut juga digunakan untuk melakukan kegiatan 
perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan secara terus-menerus. 
       Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald 
W. Brown (dalam Sudijono, 2005:1) adalah ”suatu tindakan atau suatu 
proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”. Kata-kata yang terkandung 
dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus 
dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
       Sedangkan Suchman dalam Anderson (dalam Arikunto dan Jabar, 
2004:1) memandang ”evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil 
yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 
tercapainya tujuan”. 
       Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Anderson 
(dalam Arikunto dan Jabar, 2004:1) yang mengatakan bahwa: 
evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang 
sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari 
informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu 
program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan 
untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.   
 
       Kemudian seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program 
bernama Stufflebeam dalam Fernandes (dalam Arikunto dan Jabar, 
2004:1) mengatakan bahwa ”evaluasi merupakan proses penggambaran, 
pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi 
pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.  
       Sedangkan dalam PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan 
bahwa ”evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana 
dan standar”. Lebih lanjut dalam Penjelasan Atas PP No. 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan juga dijelaskan bahwa: 
Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui 
dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang 
dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai 
dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan 
di masa yang akan datang. 
 
       Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil 
(outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena 
itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai 
dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-
kurangnya meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator 
hasil.  
       Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-
tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu: 
1. Mengukur kemajuan. 
2. Menunjang penyusunan rencana. 
3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali (Sudijono, 
2005:8). 
       Sedangkan menurut Akdon (2007:176), fungsi evaluasi adalah untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan 
memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, 
strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan 
pengendalian program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, 
perbaikan tatanan atau sistem prosedur. 
       Bagi para manajer yang melakukan evaluasi atau penilaian akan 
menemukan satu dari tiga bentuk temuan, yaitu: (a) hasil yang dicapai 
melebihi harapan dan target, (b) hasil yang dicapai sama dengan harapan 
dan target, (c) hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target (Siagian, 
2007:262). 
a. hasil yang dicapai melebihi harapan dan target 
       Dalam hal ini, manajemen harus waspada agar jangan sampai 
terlalu cepat merasa puas. Sikap proaktif tetap diperlukan dalam arti 
menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan yang diraih perlu 
digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kinerja organisasi di 
masa depan. Dalam hal keberhasilan diperlukan penilaian tentang 
faktor-faktor organisasional yang mendukung keberhasilan tersebut dan 
kendala atau masalah apa yang berhasil diatasi dan bagaimana cara 
mengatasinya. Menurut Siagian (2007:263), faktor-faktor 
organisasional yang sifatnya mendukung dapat berupa: 
1. Tepatnya sasaran yang ditetapkan untuk dicapai. 
2. Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang diperlukan. 
3. Pengetahuan dan ketrampilan manajerial yang mutakhir, 
tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan tuntutan 
lingkungan eksternal. 
4. Keunggulan produk organisasi sehingga para pesaing tidak 
dapat menandinginya. 
5. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja yang tinggi dari para 
pelaksana berbagai kegiatan operasional. 
6. Interaksi positif antara berbagai satuan kerja yang 
membuahkan kerja sama yang intim dan serasi. 
7. Tepatnya rincian strategi bidang fungsional dan operasional 
dikaitkan dengan tujuan, misi, sasaran jangka panjang dan 
strategi induk organisasi. 
 
b. hasil yang dicapai sama dengan harapan dan target 
       Dalam hal ini yang harus dinilai adalah kinerja semua satuan bisnis, 
semua bidang fungsional dan semua satuan kerja operasional dan 
penjumlahan keseluruhan hasil itulah yang digunakan untuk melihat 
apakah hasil yang dicapai sama dengan harapan dan target atau tidak. 
Perhatian manajemen puncak terhadap berbagai faktor organisasional, 
baik yang mendukung maupun yang menjadi sumber kendala sangat 
diperlukan.   
c. hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target 
       Dalam menghadapi kondisi seperti ini, manajemen puncak perlu 
bersikap ”lapang dada dan kepala dingin”. Artinya, kalau pun ada rasa 
kecewa dan perasaan demikian wajar, perasaan tersebut tidak demikian 
”menguasai” cara berpikir dan cara bertindak sedemikian rupa sehingga 
para pelaksana kegiatan operasional serta merta ”dituding” tidak cakap, 
tidak terampil, tidak loyal, semangat kerja rendah dan berbagai 
”predikat negatif” lainnya. Manajemen puncak perlu ”dengan lebih 
jernih” melihat faktor-faktor organisasional yang mungkin menjadi 
penyebab ketidakberhasilan itu.  
       Dengan demikian evaluasi dalam penelitian ini adalah rangkaian 
kegiatan membandingkan realisasi terhadap rencana dan standar serta 
untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang 
dijumpai dalam pelaksanaan rencana.  
3. Pelaksanaan atau Implementasi 
       Salusu (1998:409) mengemukakan tentang pengertian implementasi  
bahwa : 
Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan 
menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan 
untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian 
sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan 
bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas 
guna mencapai suatu sasaran tertentu. 
       Menurut Higgins dalam Salusu (1998:410), implementasi adalah 
rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya Sumber Daya 
Manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari 
strategi. Dalam bukunya, Salusu (1998: 411) juga menyebutkan bahwa 
implementasi adalah satu proses yang terarah dan terorganisasi, 
melibatkan banyak sumber daya. 
       Kemudian pendapat selanjutnya diungkapkan oleh Jauch dan Glueck 
(1999:8) bahwa “pelaksanaan (implementasi) adalah membuat agar 
strategi itu berjalan dengan baik dengan membangun struktur untuk 
mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang 
tepat”.  
       Definisi lain dikemukakan oleh Winarno (2008:144) bahwa 
“implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat 
dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai 
suatu outcome”. 
       Sedangkan menurut Akdon (2007:82), “strategy implementation 
adalah tindakan mengimplementasikan strategi yang telah kita susun ke 
dalam berbagai alokasi sumber daya secara optimal”. Tujuan utama 
strategy implementation adalah rasionalitas tujuan dan sumber daya. 
Penyusunan strategi menjawab pertanyaan dimana kita sekarang, menuju 
kemana dan bagaimana kita mengukur, implementasi strategi menjelaskan 
bagaimana kita mencapai outcomes. 
       Dengan demikian pelaksanaan atau implementasi dalam penelitian ini 
adalah tindakan mengimplementasikan strategi yang telah kita susun dan 
mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat.  
4. Program 
       Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 
pengertian “rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam 
ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan”. 
Sedangkan Arikunto dan Jabar (2004:3) mendefinisikan program sebagai: 
suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 
implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 
berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 
melibatkan sekelompok orang. 
 
       Pendapat berikutnya masih menurut Arikunto dan Jabar (2004:5) 
bahwa “program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan 
dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan”. Ada tiga 
pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, 
yaitu: 
 
1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan 
2. Terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi 
jamak-berkesinambungan 
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang 
(dalam Arikunto dan Jabar, 2004:3). 
  
       Sedangkan dalam PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan 
bahwa program adalah: 
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 
 
       Jadi program dalam penelitian ini adalah suatu unit atau kesatuan 
kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan 
dalam rangka mencapai suatu tujuan. 
5. Evaluasi Program 
       Dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach dan Stufflebeam (dalam 
Arikunto dan Jabar, 2004:4) mengemukakan bahwa “evaluasi program 
adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada 
pengambil keputusan”. 
       Kemudian menurut Arikunto dan Jabar (2004:7), “evaluasi program 
adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan 
secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing 
komponennya”. Dengan demikian, kegiatan evaluasi program mengacu 
pada tujuan, atau dengan kata lain, tujuan tersebut dijadikan ukuran 
keberhasilan. 
       Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui 
bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat 
terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna 
bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena 
dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan 
akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah 
dilaksanakan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan 
berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu: 
1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program 
tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana 
sebagaimana diharapkan. 
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang 
sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya 
sedikit). 
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program 
menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai 
dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. 
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-
tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), 
karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik 
jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain (Arikunto 
dan Jabar, 2004:8-9). 
 
       Sudjana (2006:51) mengelompokkan model-model evaluasi program 
menjadi enam kategori yaitu:  
1. Evaluasi Terfokus pada Pengambilan Keputusan 
2. Evaluasi Unsur-unsur Program 
3. Evaluasi Jenis dan Tipe Kegiatan 
4. Evaluasi Pelaksanaan Program  
Fokus model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah evaluasi 
terhadap berbagai proses pelaksanaan program. Sebagian model 
berhubungan dengan proses evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan 
program. Enam model yang termasuk ke dalam kategori ini adalah 
sebagai berikut :  
a. Model Appraisal. 
b. Pengelolaan Data. 
c. Model Proses secara Alamiah. 
d. Evaluasi Monitoring. 
e. Evaluasi Perkembangan. 
f. Evaluasi Transaksi. 
5. Evaluasi Pencapaian Tujuan Khusus Program 
6. Evaluasi Hasil dan Pengaruh Program 
       Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi 
pemerintah/swasta maka seluruh aktivitas instansi/lembaga tersebut harus 
dapat diukur. Dalam rangka melakukan pengukuran kinerja instansi 
pemerintah, perlu dibuat dulu Rencana Kinerja Tahunan yang diambil dari 
Rencana Strategik yang berjangka lima tahunan. Menurut Akdon 
(2007:174), “perencanaan tahunan ini dapat dibuat dengan membuat visi, 
misi, tujuan, sasaran, yang cara pencapaiannya memuat kebijakan dan 
program satu tahun yang akan dikerjakan”. 
       Dari Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat rencana pengukuran kinerja 
dengan menguraikan per-program ke dalam kegiatan tahunan, yang 
selanjutnya dapat dibuat indikator-indikatornya. Indikator kinerja kegiatan 
terdiri dari: 
1. Indikator kinerja input (masukan) adalah indikator segala 
sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 
menghasilkan keluaran yang ditentukan; misal dana, SDM, 
informasi, kebijakan dan lain-lain. 
2. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang 
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat 
berupa fisik maupun non fisik. 
3. Indikator kinerja outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada 
jangka menengah (efek langsung). 
4. Indikator kinerja benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait 
dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 
5. Indikator kinerja impact (dampak) adalah pengaruh yang 
ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan 
indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (Akdon, 
2007:168-169). 
 
       Akdon (2007:179) mengemukakan bahwa evaluasi terhadap program 
hanya dilakukan untuk mencari jawaban akan outcome yang dihasilkan, 
sedangkan evaluasi terhadap kebijakan mungkin saja sampai dampak 
(impact) yang terjadi.  
       Dengan demikian evaluasi program dalam penelitian ini adalah adalah 
upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara 
cermat untuk mencari jawaban akan outcome yang dihasilkan. Sedangkan 
indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini mencakup masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome).         
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD)        
       Pencegahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 
pengertian perihal mencegah. Sedangkan penanggulangan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian proses, cara, perbuatan 
menanggulangi. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menurut 
Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dilaksanakan sedini 
mungkin terhadap penyakit menular dan tidak menular yang 
diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka 
kematian. Demam Berdarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
penyakit demam yang disebabkan oleh gigitan nyamuk jenis tertentu yang 
menyebabkan bintik-bintik merah pada kulit serta pendarahan yang keluar 
dari lubang hidung, lubang telinga, dan sebagainya. Berdasarkan definisi-
definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan 
penanggulangan penyakit DBD adalah proses mencegah dan 
menanggulangi penyakit DBD dengan memusnahkan nyamuk jenis 
tertentu sebagai media penular penyakit DBD yaitu Aedes Aegypti.  
       Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD merupakan 
program nasional yang bersifat lintas sektoral, yang dilaksanakan hampir 
di seluruh pelosok tanah air, kecuali di daerah yang berketinggian lebih 
dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini merupakan daerah 
bebas DBD, karena pada ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan 
air laut ini, nyamuk Aedes Aegypti tidak dapat hidup dan berkembang biak. 
Nyamuk Aedes Aegypti hanya bisa bertahan hidup dan berkembang di 
bawah 700 meter di atas permukaan air laut. Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD ini bukan semata-mata menjadi tanggung 
jawab pemerintah saja, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama 
antara pemerintah dan masyarakat. 
       Sehubungan dengan mewabahnya penyakit DBD di Indonesia, maka 
Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri No. 581/Menkes/SK/VII/1992 
tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 
tujuan agar pemerintah bersama masyarakat mampu saling bekerja sama 
dalam pemberantasan (pencegahan dan penanggulangan) penyakit DBD di 
Indonesia. 
       Dengan demikian evaluasi pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD Dinkes Kabupaten Magetan dalam 
penelitian ini adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
terhadap rencana dan standar serta untuk dapat mengetahui pencapaian 
hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Sedangkan indikator 
kinerja dalam evaluasi pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD Dinkes Kabupaten Magetan mencakup 
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).         
 
F. Definisi Konseptual dan Operasional 
1. Definisi Konseptual 
Evaluasi pelaksanaan program adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
realisasi terhadap rencana dan standar serta untuk dapat mengetahui 
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 
program. 
  
2. Definisi Operasional 
Evaluasi pelaksanaan program adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
realisasi terhadap rencana dan standar yang diukur dengan menggunakan 
indikator kinerja meliputi: 
a. masukan (input) 
b. keluaran (output) 
c. hasil (outcome). 
 
G. Kerangka Pemikiran 
       Kerangka pemikiran merupakan landasan peneliti dalam mengembangkan 
penelitianya dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual yang telah 
diuraikan sebelumnya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah kami 
kemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang peneliti gunakan 
adalah: 
       Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tahun 2008 ini mampu mengatasi kasus 
DBD di Kabupaten Magetan. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya 
jumlah kasus DBD dan jumlah penderita yang meninggal dunia pada tahun 
2008 daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu diadakan evaluasi 
dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Evaluasi ini dengan 
membandingkan antara rencana program dengan pelaksanaannya. Pelaksanaan 
di sini maksudnya adalah realisasi dari rencana program tersebut. Sedangkan 
untuk mengukur evaluasi tersebut digunakan indikator kinerja yang mencakup 
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Evaluasi ini juga 
dimaksudkan untuk dapat mengetahui kendala/hambatan yang dijumpai dalam 
pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut: 
Gambar 1.2 
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H. Metode Penelitian 
1.  Tahapan Penelitian 
       Dalam penelitian ini ada 4 tahapan penelitian sebagai berikut: 
a. Tahap I : Menganalisis kesesuaian dokumen antara rencana dengan 
realisasinya.  
b. Tahap II : Membandingkan dokumen dengan hasil dari key informant. 
c. Tahap III : Membandingkan dengan hasil dari puskesmas. 
d. Tahap IV : Membandingkan dengan hasil dari masyarakat sekitar 
puskesmas. 
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2. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, 
(sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna daripada generalisasi (Saebani, 2008:122). 
       Sedangkan menurut kegunaannya adalah merupakan penelitian 
evaluasi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program, 
kegiatan atau kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. 
Penelitian evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik agar 
suatu program, kegiatan atau kebijakan memberikan dampak sesuai 
dengan yang diharapkan (Slamet, 2006:9).  
3. Lokasi Penelitian 
       Penyakit DBD banyak ditemukan di daerah dataran rendah dan dekat 
dengan pantai atau pesisir. Nyamuk Aedes Aegypti hanya bisa bertahan 
hidup dan berkembang di bawah 700 meter di atas permukaan air laut. 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Magetan dengan 
pertimbangan bahwa Kabupaten Magetan terletak di daerah dataran rendah 
dan dataran tinggi dengan ketinggian 60–1660 meter di atas permukaan air 
laut dan Kabupaten Magetan merupakan daerah endemis DBD (daerah 
dimana selama 3 tahun terakhir terdapat kasus DBD tiap tahunnya).    
     
4. Jenis Data 
       Jenis data dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut: 
a. Tahap I  
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi 
dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2007:36). Data ini diperoleh dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Magetan. 
b. Tahap II, III, dan IV  
Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari 
sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang 
dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen 
pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Azwar, 
2007:36). Data primer ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Magetan khususnya Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (P2PL). 
5. Teknik Penarikan Sampel 
       Sampel adalah bagian kecil dari populasi. Sedangkan populasi 
merupakan keseluruhan sampel (Saebani, 2008:165). Agar efisien, sampel 
atau contoh yang diambil harus representatif dan mewakili. Untuk itu 
teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 
purposive sampling dimana peneliti mempunyai/memiliki kecenderungan 
untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan 
permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data yang mantap. Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, 
pilihan informan dan jumlahnya dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton dalam 
Sutopo, 2006:64). Kemudian menurut Saebani (2008:179) dalam teknik 
purposive sampling ini, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-
ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang 
erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya. 
       Selain itu, peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu 
peneliti menjumpai informan pertama yang kemudian atas petunjuk 
informan pertama tersebut peneliti bisa menemukan informan kedua yang 
mungkin lebih banyak tahu mengenai informasinya. Semakin lama peneliti 
semakin menemukan informan yang paling mengetahui informasinya, 
sehingga peneliti mampu menggali data secara lengkap dan lebih 
mendalam (Sutopo, 2006:66). 
       Teknik penarikan sampel dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai 
berikut: 
a. Tahap II 
       Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
untuk memilih informannya. Informan yang dipilih adalah Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagai key informant karena 
informan inilah yang dianggap paling mengetahui tentang Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
       Peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling karena oleh 
Kepala Dinas Kesehatan didisposisikan ke Kasi Pemberantasan 
Penyakit. Informan-informan berikutnya juga dipilih atau ditentukan 
oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. 
b. Tahap III 
       Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
untuk menentukan sampel dengan mengelompokkan 22 puskesmas se-
Kabupaten Magetan menjadi 2 kelompok berdasarkan tipologi 
wilayah. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 1.1 
Puskesmas se-Kabupaten Magetan Berdasarkan Tipologi Wilayah 
No. Dataran Rendah Dataran Tinggi 
1 Kartoharjo Plaosan 
2 Karangrejo Panekan 
3 Gr. Gr. Taji Poncol 
4 Takeran Parang 
5 Maospati Lembeyan 
6 Bendo Sumberagung 
7 Sukomoro  
8 Candirejo   
9 Ngariboyo   
10 Taji   
11 Ngujung   
12 Tebon   
13 Tladan   
14 Kawedanan   
15 
16 
Sidokerto 
Rejomulyo   
  Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 
       Setelah dikelompokkan berdasarkan tipologi wilayah, peneliti 
menentukan sampel berdasarkan sifat-sifat/ciri-ciri tertentu, yaitu 
puskesmas dengan kasus DBD paling banyak, puskesmas dengan 
kasus DBD paling sedikit, dan puskesmas dengan kasus penderita 
DBD meninggal dunia. Berikut adalah data kasus DBD per puskesmas 
se-Kabupaten Magetan tahun 2008. 
Tabel 1.2 
Kasus DBD per Puskesmas se-Kabupaten Magetan Tahun 2008 
No. Puskesmas 
Total 
P M 
1 Ngariboyo 13 0 
2 Candirejo 18 0 
3 Panekan 25 0 
4 Sidokerto 4 0 
5 Plaosan 6 0 
6 Sumberagung 1 0 
7 Poncol 0 0 
8 Parang 15 0 
9 Kawedanan 17 1 
10 Tladan 2 0 
11 Lembeyan 19 0 
12 Takeran 8 0 
13 Gr. Gr. Taji 3 0 
14 Bendo 26 0 
15 Maospati 19 0 
16 Ngujung 15 0 
17 Tebon 16 0 
18 Kartoharjo 24 0 
19 Karangrejo 49 0 
20 Taji  24 0 
21 Sukomoro 28 2 
22 Rejomulyo 3 0 
  Jumlah 335 3 
Sumber: Dinkes Magetan, Kasus DBD per puskesmas se-Kab. Magetan  
(diolah) 
 
       Berdasarkan data tersebut, peneliti mengambil 6 sampel yaitu 2 
sampel dari puskesmas di dataran tinggi dengan kasus DBD yang 
paling banyak dan paling sedikit, yaitu Puskesmas Panekan dan 
Poncol; 2 sampel dari puskesmas di dataran rendah dengan kasus DBD 
yang paling banyak dan paling sedikit, yaitu Puskesmas Karangrejo 
dan Tladan; serta 2 sampel dari puskesmas dengan kasus penderita 
DBD meninggal dunia, yaitu Puskesmas Kawedanan dan Sukomoro. 
Hal tersebut dilakukan karena jumlah kasus DBD yang terjadi di 
dataran tinggi dan dataran rendah mempunyai jarak yang cukup 
signifikan. Ada beberapa puskesmas di dataran tinggi yang 
mempunyai kasus DBD lebih tinggi daripada puskesmas di dataran 
rendah. Padahal nyamuk Aedes Aegypti lebih mudah berkembang di 
dataran rendah daripada di dataran tinggi.  
c. Tahap IV 
      Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
untuk memilih atau menentukan masyarakat sekitar puskesmas yang 
akan diwawancara yaitu masyarakat yang kira-kira mengetahui tentang 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD misal 
perangkat desa.        
       Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak mewakili populasinya 
tetapi lebih cenderung mewakili informasinya dengan maksud 
menelusurinya secara mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini 
tidak menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh.   
6.  Teknik Pengumpulan Data 
       Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan teknik 
pengumpulan data yang digunakan dibagi ke dalam beberapa tahap 
sebagai berikut:  
 
a. Tahap I 
       Dalam tahap ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumenter yaitu “cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 
tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah penyelidikan” (Nawawi, 1998:133). 
Dokumenter merupakan pengumpulan data yang bersumber dari 
arsip/dokumen yang terdapat di instansi terkait yaitu dari Kantor Dinas 
Kesehatan sendiri. Selain itu juga menggunakan data yang bersumber 
dari buku kepustakaan, hasil penelitian dan arsip/dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian ini.  
b. Tahap II dan III 
       Dalam tahap ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara yaitu ”pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu data tertentu” (Saebani, 2008:190). Wawancara diadakan secara 
langsung terhadap pihak yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan 
disini adalah mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya menjadi 
sumber data yang akurat dan mendalam penguasaannya terhadap data 
tersebut. 
       Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara formal 
dan informal dengan cara tanya jawab dengan terlebih dahulu 
membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan 
dalam proses wawancara tersebut, serta dilakukan dalam waktu dan 
kondisi yang dianggap paling tepat guna mendapatkan kejelasan 
tentang hal yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD di Kabupaten 
Magetan.      
       Selain itu peneliti juga menggunakan teknik observasi yang biasa 
diartikan “sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian” (Nawawi, 
1998:100). Dalam observasi ini peneliti tidak bersifat pasif sebagai 
pengamat, tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam situasi 
yang berkaitan dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan 
akses yang biasa diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi 
pengumpulan data. 
       Dalam tahap ini peneliti juga menggunakan teknik kuesioner yaitu 
“daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian” (Sutopo, 
2006:81). Kuesioner banyak dilakukan terutama untuk memperoleh 
data yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga sangat 
menguntungkan dalam hal waktu dan biaya.  
c. Tahap IV 
       Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan 
observasi. 
 
 
7. Validitas Data 
       Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan 
teknik triangulasi sumber. “Triangulasi sumber berarti mendapatkan data 
dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama” (Saebani, 
2008:189). Masih menurut Saebani (2008:189) bahwa “dengan 
menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data 
sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data”. 
8. Teknik Analisa Data 
       Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini mengacu pada proses analisa yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006:113-116), 
ada tiga komponen yang merupakan model yang saling terjalin atau model 
interaktif, yaitu : 
a. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 
dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan 
lapangan (fieldnote). Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum 
pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Artinya, reduksi data 
sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan 
pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan 
pada fokus tertentu, tentang kerangka kerja konseptual dan bahkan 
juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. 
Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan. Pembatasan ini bertujuan untuk mempermudah 
dalam wawancara dan pengumpulan hasil dokumenter. Proses reduksi 
ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian siap untuk 
disusun. 
b. Sajian Data  
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat 
yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan 
bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 
peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain 
berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data yang baik dan jelas 
sistematikanya, akan banyak menolong peneliti sendiri dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. 
c. Penarikan Simpulan 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti 
dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 
peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi 
yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. 
 
 
Gambar 1.3 
Skema Model Analisis Interaktif 
 
Sumber:  Sutopo (2006:120) 
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BAB II 
DESKRIPSI LOKASI 
 
A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 
       Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan adalah terwujudnya 
masyarakat Magetan sehat, sejahtera dan mandiri sesuai jati dirinya 2010. Visi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mengacu pada visi Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia yang dipadukan dengan Visi Pemerintahan 
Kabupaten Magetan. Dengan visi tersebut diharapkan pada tahun 2010 seluruh 
masyarakat di Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat, sejahtera mampu 
mengatasi segala permasalahan kesehatannya baik secara ekonomi dan sosial 
yang dijiwai semangat kemandirian dan partisipatif serta tidak lagi tergantung 
pada bantuan atau peran pemerintah. 
       Adapun misi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yaitu: 
1. Peningkatan pelayanan prima bidang kesehatan. 
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme. 
3. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. 
4. Pengembangan sistem pelayanan dan informasi kesehatan. 
5. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pra-upaya kesehatan. 
6. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 
 
 
 
B. Tujuan dan Sasaran 
       Tujuan pembangunan kesehatan dalam jangka panjang adalah 
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Magetan yang optimal. 
Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tersebut, pembangunan bidang 
kesehatan pada tahun 2008 ditetapkan tujuan sebagai berikut: 
1. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang sesuai standart. 
2. Tercukupinya kebutuhan obat dan alat kesehatan pelayanan kesehatan 
dasar. 
3. Mencegah timbulnya penyakit, menekan/menurunkan angka kesakitan dan 
kematian serta mengurangi akibat buruk dari penyakit. 
4. Meningkatnya status gizi masyarakat. 
5. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila. 
6. Meningkatnya strata upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. 
7. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman, TP2M. 
8. Meningkatnya percepatan informasi kesehatan kepada masyarakat. 
       Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan 
bidang kesehatan sebagai berikut: 
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di Dinkes dan 
Puskesmas. 
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. 
3. Meningkatnya kinerja Pelayanan Puskesmas dengan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM). 
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas obat dan alat kesehatan. 
5. Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila. 
6. Mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pada 
bayi dan balita. 
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular. 
8. Meningkatnya status gizi anak balita. 
9. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan. 
10. Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan pemukiman, TP2M. 
11. Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. 
       Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut 
adalah: 
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 
2. Penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
3. Melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit. 
4. Penurunan jumlah Balita KEP. 
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 
6.  Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, TP2M. 
7. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. 
 
C. Struktur Organisasi 
       Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas, sedangkan susunan organisasinya terdiri dari: 
 
1. Kepala Dinas Kesehatan 
2. Sekretaris, yang membawahi: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari: 
a. Seksi Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 
b. Seksi Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi 
c. Seksi Promosi Kesehatan 
4. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, yang terdiri dari: 
a. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut 
b. Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Kesehatan Reproduksi 
c. Seksi Gizi 
5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri 
dari: 
a. Seksi Pemberantasan Penyakit 
b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan 
6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari: 
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan  
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
       Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dengan bagan berikut ini: 
Gambar 2.1 
Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2008 
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D. Uraian Tugas dan Fungsi 
       Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, uraian tugas 
dan fungsi Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah 
sebagai berikut: 
1. Tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
       Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan 
pemantauan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan, pengamatan, 
pengendalian dan pemberantasan penyakit, serta penyehatan lingkungan. 
2. Fungsi Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
       Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi: 
a. Pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi; 
b. Pengamatan penyakit menular dan tidak menular yang berpotensi 
wabah dan atau Kejadian Luar Biasa (KLB); 
c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 
d. Pembinaan dan pengawasan hygine dan sanitasi institusi, tempat-
tempat umum dan sarana sanitasi dasar lingkungan pemukiman; 
e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 
pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan; dan 
f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
       Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
membawahi 3 seksi, yaitu: 
a. Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas: 
· Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan data 
program pemberantasan penyakit; 
· Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyusun program 
pemberantasan penyakit; 
· Menyusun bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program 
pemberantasan penyakit; 
· Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan penilaian 
pelaksanaan program pemberantasan penyakit; 
· Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis; 
dan 
· Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 
b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit mempunyai tugas: 
· Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan data 
program pencegahan dan pengamatan penyakit; 
· Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyusun program 
pencegahan dan pengamatan penyakit; 
· Menyusun bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program 
pencegahan dan pengamatan penyakit; 
· Melaksanakan pengamatan dan penelitian terhadap Kejadian Luar 
Biasa (KLB) atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kejadian 
luar biasa yang menimpa masyarakat; 
· Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan penilaian 
pelaksanaan program pencegahan dan pengamatan penyakit; 
· Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis; 
dan 
· Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas: 
· Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan data 
program kesehatan lingkungan; 
· Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyusun program 
kesehatan lingkungan; 
· Menyusun sarana dan prasarana pembinaan dalam rangka 
pelaksanaan program kesehatan lingkungan; 
· Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan penilaian 
pelaksanaan program kesehatan lingkungan; 
· Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis 
terhadap penyehatan lingkungan pemukiman dan penyehatan 
Tempat-Tempat Umum (TTU); 
· Melaksanakan pengamatan dan pemantauan kualitas lingkungan; 
· Menyiapkan bahan rekomendasi laik sehat bagi Tempat-Tempat 
Umum (TTU); dan  
· Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 
 
E. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah 
Dengue (DBD) 
       Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinkes Kabupaten Magetan 
Tahun 2008 terdapat berbagai program salah satunya adalah Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Penelitian ini hanya 
menganalisis pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
1. Tujuan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
       “Tujuan organisasi merupakan bagian integral dari proses Manajemen 
Strategis, yang di dalamnya mengandung upaya untuk melaksanakan suatu 
tindakan” (Muljadi, 2006:36). Tujuan dari pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit DBD yaitu: 
1. Umum : 
Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit DBD serta 
mencegah/membatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. 
2. Khusus : 
a. Menurunkan angka kesakitan (Incidence Rate) < 20 per 100.000 
penduduk. 
b. Menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate) < 1%. 
c. Mencegah KLB/wabah penyakit DBD. 
d. Meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ) > 95%. 
2. Sasaran wilayah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD 
       “Sasaran organisasi adalah penggambaran hal yang ingin diwujudkan 
dengan tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan” (Muljadi, 
2006:38). Sasaran wilayah dalam Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD berdasarkan stratifikasi desa, kelurahan 
dan pokok kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Sasaran Wilayah 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Sasaran POKOK KEGIATAN 
Wilayah Penyuluha
n 
PJ
B 
PS
N 
F
F 
Abatisas
i 
Bulan Bakti 
(Ds/Kel) 
Gerakan 
3M 
Endemis + + + + + + 
Sporadis + + + + + + 
Potensial/Beba
s + + + + - + 
Keterangan: PJB : Pemantauan Jentik Berkala 
                         PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
                         FF : Fogging Fokus 
 
3. Kebijaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit 
DBD 
       “Kebijaksanaan ialah suatu tindakan berpola yang mengarah pada 
tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu” 
(Wahab, 2004:3). Kebijaksanaan sehubungan dengan pelaksanaan 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD antara lain: 
1. Penanggulangan DBD diprioritaskan di desa/kelurahan endemis, 
sporadis dan desa/kelurahan yang sering terjadi KLB dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi sumber dana 
setempat baik berasal dari sektor kesehatan sektor lain swasta maupun 
masyarakat. 
2. Penanggulangan penyakit DBD dititikberatkan kepada upaya 
pencegahan penyakit melalui bulan bakti Gerakan 3M dengan peran 
serta masyarakat. 
3. Kegiatan operasional penanggulangan penyakit DBD dilaksanakan 
oleh puskesmas sebagai unit terdepan. 
4. Meningkatkan kemampuan RS rujukan dan puskesmas dengan 
perawatan dalam menangani penderita DBD. 
4. Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
       “Strategi organisasi merupakan suatu pernyataan mengenai arah dan 
tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang” 
(Muljadi, 2006:42). Strategi yang digunakan dalam Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu: 
1. Kewaspadaan dini terhadap KLB di desa/kelurahan endemis, sporadis, 
dan potensial meliputi melaksanakan bulan bakti gerakan 3M penyakit 
DBD, pelacakan kasus, penanggulangan fokus, abatisasi, dan 
Pemantauan Jentik Berkala (PJB). 
2. Penanggulangan KLB dengan cara antara lain penyuluhan, 
pemberantasan sarang nyamuk melalui Gerakan 3M, fogging, dan 
abatisasi. 
3. Meningkatkan keterampilan petugas lapangan, dokter anak/dokter 
penyakit dalam RS rujukan dan dokter Puskesmas dengan perawatan 
dalam penatalaksanaan kasus DBD. 
4. Penyediaan sarana penunjang. 
5. Bentuk kegiatan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan 
penyakit DBD 
       “Kegiatan organisasi merupakan arah dari pencapaian tujuan dan 
sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi 
organisasi” (Muljadi, 2006:46). Upaya penanggulangan penyakit DBD 
dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang meliputi: 
1. Kewaspadaan dini yaitu Bulan Bakti Gerakan 3M, penyelidikan 
epidemiologi, penanggulangan fokus, abatisasi, dan pemantauan jentik 
berkala. 
2. Penanggulangan KLB yaitu penyuluhan, gerakan 3M, abatisasi, dan 
fogging. 
3. Peningkatan SDM dalam penatalaksanaan kasus. 
 Pelatihan dokter Puskesmas/RS rujukan Anak/Penyakit dalam 
Penatalaksanaan kasus. 
4. Penyediaan sarana penunjang (insektisida dan larvasida). 
  
 BAB III  
PEMBAHASAN 
 
       Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk pembangunan 
bangsa dan negara, kenyataannya selalu mengalami berbagai macam hambatan 
dan gangguan. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi tersebut, diantaranya 
adalah masih tingginya angka kematian masyarakat yang disebabkan oleh 
berbagai macam penyakit, khususnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). 
Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 
ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini dapat menyerang 
semua orang dan dapat mengakibatkan kematian serta sering menimbulkan 
kejadian luar biasa atau wabah. 
       Di Indonesia, penyakit DBD ini sering terjadi pada pergantian musim dan 
terutama dijumpai pada kawasan yang penduduknya padat serta kondisi 
pemukiman yang kumuh. Pada lingkungan yang demikian mengakibatkan 
tingginya angka kesakitan penyakit, hal ini terjadi karena perilaku penduduk 
terhadap kesehatan kurang. Sehubungan dengan mewabahnya penyakit DBD di 
Indonesia, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri No. 
581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah 
Dengue (DBD) dengan tujuan agar pemerintah bersama masyarakat mampu saling 
bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Indonesia. 
       Pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 
2008 akan dijabarkan ke dalam dua bagian. Pertama, pembahasan mengenai 
evaluasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
Kedua, pembahasan mengenai berbagai kendala/hambatan yang muncul selama 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
Pembahasan dilakukan dengan cara analisis hasil dokumenter serta analisis hasil 
wawancara dengan Dinkes, puskesmas, dan masyarakat sekitar puskesmas. Untuk 
lebih jelasnya mengenai pembahasan yang akan dijabarkan dapat dilihat dalam 
tabel berikut ini. 
Tabel 3.1 
Perbandingan Analisis Dari Masing-Masing Indikator Kinerja 
No. Perbandingan Input Output Outcome 
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
Analisis hasil dokumenter 
Analisis hasil wawancara 
dengan Dinkes 
Analisis hasil wawancara 
dengan puskesmas 
Analisis hasil wawancara 
dengan masyarakat sekitar 
puskesmas 
√ 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja input, 
pembahasan dilakukan dengan cara analisis hasil dokumenter dan analisis hasil 
wawancara dengan Dinkes. Sedangkan pada indikator kinerja output, pembahasan 
dilakukan dengan cara analisis hasil dokumenter serta analisis hasil wawancara 
dengan Dinkes dan puskesmas. Kemudian dalam indikator outcome, pembahasan 
dilakukan dengan cara analisis hasil dokumenter serta analisis hasil wawancara 
dengan Dinkes, puskesmas, dan masyarakat sekitar puskesmas.  
A. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD 
       Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan 
program yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam RKT dijabarkan berbagai program 
yang dilaksanakan oleh Dinkes, namun dalam penelitian ini peneliti hanya 
akan menganalisis tentang Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD. Dalam penelitian ini penulis menganalisis formulir Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) baik analisis hasil 
dokumenter serta analisis hasil wawancara dengan Dinkes, puskesmas, dan 
masyarakat sekitar puskesmas.  
       Berdasarkan ukuran presentase pencapaian rencana tingkat capaian 
(target) yang dinyatakan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Dinkes Kabupaten Magetan tahun 2008, hasil capaian kegiatan yang 
sangat baik/sangat berhasil adalah 85% s/d 100% dan hasil capaian kegiatan 
yang baik/berhasil adalah 70% s/d 85%. Kemudian hasil capaian kegiatan 
yang dinyatakan gagal adalah di bawah 60% (Sumber: Analisis Dokumen dan 
Wawancara). 
       Sebelumnya wawancara ditujukan untuk Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan sebagai key informant tetapi kemudian didisposisikan ke 
Kasi Pemberantasan Penyakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kasi 
Pemberantasan Penyakit tersebut dianggap yang paling mengetahui tentang 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Peneliti juga 
melakukan cross check (pemeriksaan ulang) dengan Subbag Perencanaan, 
Evaluasi, dan Pelaporan yang kemudian diketahui bahwa Kasi Pemberantasan 
Penyakit yang lebih mengetahui tentang evaluasi pelaksanaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Sebagaimana dinyatakan 
oleh Bu Ita Puspitarini (Staf Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan) dalam 
wawancara 18 Juni 2009: 
Yang lebih tahu secara mendetail tentang Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD adalah pemegang programnya yaitu Pak 
Suwarno (Kasi Pemberantasan Penyakit). Subbag Perencanaan hanya 
mengkoordinir/menggabung data-data dari masing-masing program 
menjadi satu. 
 
       Dalam rangka evaluasi untuk menilai seberapa jauh keberhasilan 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Dinkes 
Kabupaten Magetan tahun 2008, peneliti menggunakan indikator-indikator 
kinerja meliputi input, output, dan outcome. Berikut akan dijelaskan satu per 
satu dari indikator tersebut: 
1. Input 
       Pada bagian ini akan dijabarkan tentang analisis hasil dokumenter 
serta analisis hasil wawancara dengan Dinkes mengenai indikator kinerja 
input sebagai berikut: 
a. Analisis Hasil Dokumenter 
       Input (masukan) yang dibutuhkan agar Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD dapat berjalan adalah dana. Dana ini 
berasal dari APBD Kabupaten Magetan. Berikut ini disajikan data 
pencapaian indikator kinerja input dalam Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD: 
Tabel 3.2 
Data Pencapaian Indikator Kinerja Input dalam 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Dinkes Kab. Magetan Tahun 2008 
 
Input 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 
 
Realisasi 
Presentase Pencapaian 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 
Dana Rp. 579.871.500,00 Rp. 549.709.250,00 95% 
Sumber: Diolah dari formulir RKT dan PKK Bidang Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (P2PL) 
 
       Jumlah dana Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD dalam formulir RKT dan PKK Bidang Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) adalah sebanyak                          
Rp. 579.871.500,00 dengan realisasi penyerapan/penggunaan dana 
tersebut adalah sebanyak Rp. 549.709.250,00 atau 95%. Dana yang 
tidak terserap sebesar Rp. 30.162.250,00 atau sebanyak 5%. Dari 
indikator kinerja input tersebut menunjukkan bahwa hasil capaian 
kegiatan sangat baik/sangat berhasil. Hal ini menunjukkan dari segi 
keuangan, dana bisa dimanfaatkan secara efisien.        
b. Analisis Hasil Wawancara Dengan Dinkes 
       Wawancara dilakukan dengan Dinkes untuk mengadakan 
pemeriksaan ulang pada dokumen (formulir). Pada bagian ini 
wawancara hanya dilakukan dengan Dinkes karena hanya Dinkes yang 
mengetahui tentang input atau dana untuk Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD. Sedangkan puskesmas dan 
masyarakat sekitar puskesmas hanya mengetahui tentang pelaksanaan 
program saja. 
       Wawancara 1 dilakukan kepada Kasi Pemberantasan Penyakit 
yang terdapat pada lampiran 2 dan diintepretasikan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
1. Dana yang disediakan sudah digunakan sebagaimana mestinya. 
2. Sisa dana dikembalikan ke kas daerah. 
       Dana yang disediakan untuk Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD tahun 2008 sudah digunakan 
sebagaimana mestinya namun ada dana tersisa/tidak terserap sebanyak 
5%. Sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah melalui bendahara 
dinas. Pada tahun 2008 dana tidak bisa terserap 100% karena situasi 
dan kondisi. Misalnya, karena adanya perubahan harga bensin pada 
tahun 2008. Dalam kegiatan fogging diperlukan solar untuk 
dicampurkan dengan malathion dan bensin untuk menjalankan mesin 
FOG. 
       Wawancara 2 dilakukan kepada Kabid P2PL yang terdapat pada 
lampiran 3 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
─ Dana yang disediakan untuk pelaksanaan program sudah 
digunakan sebagaimana mestinya. 
       Sedangkan kuesioner 1 diberikan kepada Staf P2PL yang terdapat 
pada lampiran 9 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan program sudah 
digunakan sebagaimana mestinya. 
2. Sisa dana dikembalikan ke KASDA. 
       Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut dapat 
dinyatakan bahwa sisa dana 5% itu bukan karena faktor lain tetapi 
karena adanya perubahan harga bensin. Dana dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD sudah digunakan 
sebagaimana mestinya dan jika ada sisa dana maka akan dikembalikan 
ke kas daerah.  
2. Output 
       Pada bagian ini akan dijabarkan tentang analisis hasil dokumenter 
serta analisis hasil wawancara dengan Dinkes dan puskesmas mengenai 
indikator kinerja output sebagai berikut: 
a. Analisis Hasil Dokumenter 
       Output (keluaran) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik 
dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu 
kegiatan dan program berdasarkan masukan berupa dana yang 
digunakan. Berikut ini ditampilkan data pencapaian indikator kinerja 
output dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD: 
 
 
 
Tabel 3.3 
Data Pencapaian Indikator Kinerja Output dalam 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Dinkes Kab. Magetan Tahun 2008 
 
No. 
 
Output 
Rencana 
Tingkat Capaian 
(Target) 
 
Realisasi 
Presentase 
Pencapaian 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
Pelacakan kasus 
DBD 
Pemeliharaan 
mesin FOG 
Penanggulangan 
fokus 
Pertemuan 
pengelola 
program 
Belanja bahan 
kimia 
335 kasus 
 
12 buah 
 
85 fokus 
 
66 orang 
 
 
1200 lt/1525 kg 
100 kasus 
 
12 buah 
 
85 fokus 
 
- 
 
 
1200 lt/1525 kg 
30% 
 
100% 
 
100% 
 
- 
 
 
100% 
Sumber: Diolah dari formulir RKT dan PKK Bidang P2PL  
       Dalam indikator kinerja output di formulir Bidang P2PL, 
pertemuan pengelola program tidak dicantumkan dalam PKK sehingga 
realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 
dikosongi oleh peneliti. Namun mengenai pemeliharaan mesin FOG, 
penanggulangan fokus, dan belanja bahan kimia, semuanya terealisasi 
100%. Sedangkan pelacakan kasus DBD terealisasi 30%.  
b. Analisis Hasil Wawancara Dengan Dinkes 
       Wawancara dilakukan dengan Dinkes untuk mengadakan 
pemeriksaan ulang pada dokumen (formulir). Wawancara 1 dilakukan 
kepada Kasi Pemberantasan Penyakit yang terdapat pada lampiran 2 
dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
 
1. Kasus DBD yang dilacak sebenarnya 335 kasus atau 100%. 
2. Pelacakan kasus bisa tercapai 100% karena setiap ada laporan 
kasus pasti langsung dilacak. 
3. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah puskesmas 
karena setiap ada penderita DBD puskesmas segera melaporkan ke 
Dinkes. 
4. Pemeliharaan mesin FOG yang benar targetnya 15 buah, 
realisasinya 13 buah, dan presentasenya 80%.  
5. Penanggulangan fokus sesuai dengan formulir. 
6. Pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan yang 
termasuk pengelola program yaitu bupati, tim PSN, Pokjanal, 
Satgas, dokter puskesmas, dan tenaga khusus. 
7. Belanja bahan kimia yang benar target dan realisasinya 1200 lt/800 
kg. 
       Dana yang disediakan untuk Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD digunakan untuk pelacakan kasus 
DBD, pemeliharaan mesin FOG, penanggulangan fokus, dan belanja 
bahan kimia. Dalam formulir, pelacakan kasus bisa tercapai 100% 
karena setiap ada laporan kasus pasti langsung dilacak. Puskesmas 
mempunyai peran yang paling besar dalam pelacakan kasus karena 
setiap ada penderita DBD, puskesmas segera melaporkan ke Dinkes. 
Setelah itu akan dilacak sekitar 100 meter dari lokasi penderita apakah 
ada penderita lain yang mungkin tertular DBD atau tidak. Kemudian 
akan dilakukan penanganan seperti fogging, abatisasi atau PSN. 
       Kemudian mengenai penanggulangan fokus, hal tersebut sudah 
sesuai dengan formulir. Dalam penanggulangan fokus, yang di-fogging 
bukan 335 kasus melainkan 85 fokus. Fokus disini yang dimaksud 
adalah yang menjadi sumber penularan DBD. Hal tersebut 
dikarenakan: pertama, kasus yang lain merupakan impor, artinya tidak 
terkena DBD di wilayah Magetan melainkan dari luar Magetan. Kalau 
terkena DBD di Magetan berarti di Magetan ada vektor (nyamuk Aides 
Aigepty) atau terdapat jentik sehingga perlu di-fogging dan abatisasi. 
Kedua, karena kebutuhan dana yang kurang. Jadi kasus yang lain yang 
tidak dibiayai oleh pemerintah kabupaten tidak masuk ke dalam 
formulir, yang masuk ke dalam formulir adalah yang dibiayai. Untuk 
fogging fokus ini ada yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten dan ada 
juga yang swadaya. Sebenarnya fokus lebih dari 85 namun karena 
sebagian dana berasal dari swadaya maka tidak masuk ke formulir. 
       Mengenai pertemuan pengelola program juga sudah sesuai dengan 
formulir. Pertemuan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik meliputi 
bupati; tim PSN, Pokjanal (Kelompok Kerja Nasional), Satgas (Satuan 
Tugas); serta dokter puskesmas dan tenaga khusus tiap puskesmas 2 
orang (1 programer dan 1 petugas lab/analis). Namun pertemuan 
pengelola program tidak dicantumkan dalam PKK karena pertemuan 
bukan merupakan sasaran. Pertemuan ditujukan untuk mengevaluasi 
kegiatan yang dilaksanakan. Rencana kegiatannya adalah 
mendiskusikan adanya peningkatan kasus, masalahnya apa, bagaimana 
menanggulanginya, dan bagaimana pemecahannya. Pertemuan 
pengelola program tidak perlu dicantumkan dalam PKK karena tidak 
perlu diukur. 
       Untuk mendukung pelaksanaan program diperlukan dana yang 
cukup, dukungan dari pejabat pembuat kebijakan, alat yang cukup dan 
baik, obat temefos (larvasida/abate) dan insektisida malathion cukup, 
serta ada tim reaksi cepat di dinas dan puskesmas. Hal-hal yang 
diperlukan tersebut sudah tersedia.       
       Wawancara 2 dilakukan kepada Kabid P2PL yang terdapat pada 
lampiran 3 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Belanja bahan kimia sesuai dengan formulir namun masih 
terkendala dana. 
2. Sarana dan prasarana dibantu oleh pemerintah pusat. 
       Belanja bahan kimia sudah terlaksana sesuai dengan formulir 
meskipun masalah penanggulangan penyakit DBD memang masih 
terkendala dana dari APBD. Untuk belanja bahan kimia misalnya 
pengadaan obat untuk menyemprot, dan sebagainya masih terkendala 
dana. Namun pemerintah pusat juga sudah membantu menyediakan 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanggulangan penyakit 
DBD meliputi mesin FOG, malathion, abate, dan sebagainya. 
       Sedangkan kuesioner 1 diberikan kepada Staf P2PL yang terdapat 
pada lampiran 9 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Kasus yang terlacak 70%. 
2. Pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan yang 
termasuk pengelola program yaitu pengelola program kabupaten 
dan puskesmas. 
3. Belanja bahan kimia sesuai dengan formulir berupa obat 
insektisida dan larvasida. 
       Meskipun pertemuan pengelola program tidak dicantumkan dalam 
PKK namun setelah diadakan pemeriksaan ulang dengan Staf P2PL 
ternyata pertemuan pengelola program memang telah diadakan sesuai 
dengan formulir yang meliputi pengelola program kabupaten dan 
puskesmas. Selain itu belanja bahan kimia yang berupa obat 
insektisida dan larvasida juga sudah terlaksana sesuai dengan formulir. 
c. Analisis Hasil Wawancara Dengan Puskesmas 
       Selain wawancara dengan Dinkes, peneliti juga mengadakan 
triangulasi sumber ke puskesmas. Wawancara 3 dilakukan kepada 
petugas P2DBD Puskesmas Karangrejo yang terdapat pada lampiran 4 
dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas berbeda karena 
laporan puskesmas ke Dinkes setelah 3 hari atau 5 hari 
ditemukannya kasus DBD.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah petugas 
DBD puskesmas, petugas kesling, petugas sanitasi, dan pembina 
desa. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Pelaksana fogging adalah puskesmas, dana dan operasional 
pelaksanaan dari Dinkes. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan 
yang termasuk pengelola program adalah pengelola program DBD 
setiap puskesmas. 
       Ada perbedaan data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas 
Karangrejo. Hal tersebut dikarenakan puskesmas melaporkan ke 
Dinkes setelah 3 hari atau 5 hari, sehingga oleh Dinkes data tersebut 
dimasukkan ke bulan berikutnya. Misalnya, kasus DBD yang 
ditemukan tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2008 oleh puskesmas 
Karangrejo dilaporkan ke Dinkes bulan Januari 2009 sehingga kasus 
tersebut oleh Dinkes dimasukkan ke bulan Januari 2009. Namun di 
puskesmas Karangrejo kasus tersebut tetap dimasukkan bulan 
Desember 2008 karena kasusnya ditemukan bulan Desember. Dalam 
pelacakan kasus tersebut dibutuhkan peran dari berbagai pihak yang 
saling bekerja sama. Peran yang paling besar adalah petugas DBD 
puskesmas, petugas kesling, petugas sanitasi, dan pembina desa. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk pelaksanaan fogging 
fokus, dana dan operasionalnya berasal dari Dinkes. Akan tetapi 
pelaksananya adalah puskesmas karena mesinnya ada di puskesmas. 
Ada 4 orang tenaga khusus untuk petugas fogging/penyemprot yang 
sudah dilatih di Dinkes. Petugas tersebut berasal dari luar puskesmas 
dan luar Dinkes yang tinggal di sekitar kecamatan Karangrejo dan 
dilatih untuk kegiatan fogging. Jadi pada saat ada fogging petugas 
tersebut baru dipanggil. Terkadang pelaksanaan fogging juga 
didampingi oleh Dinkes. Fogging hanya memutuskan rantai penularan, 
bukan pencegahan yang efektif karena bahan pestisida juga 
berpengaruh terhadap lingkungan maka juga harus selektif dalam 
melakukan fogging. 
       Petugas puskesmas juga terlibat dalam penanggulangan/fogging 
fokus. Petugas DBD puskesmas pasti menunggu kegiatan fogging 
sampai selesai, memantau, mengawasi, dan bertanggung jawab dengan 
mesinnya karena dikhawatirkan kalau ada kerusakan di jalan sehingga 
petugas DBD puskesmas harus memperbaiki. Kalau tenaga khususnya 
belum terampil dikhawatirkan kalau terjadi kebakaran pada mesinnya, 
sehingga harus didampingi oleh petugas DBD puskesmas.  
       Selain itu setiap tahun ada pertemuan pengelola program secara 
rutin. Pertemuan tersebut setiap 3 bulan sekali namun tidak tentu 
waktunya, biasanya dalam 1 tahun ada 3 atau 4 kali pertemuan. 
Pengelola program dalam pertemuan tersebut adalah pengelola 
program DBD setiap puskesmas sekabupaten jadi ada 22 orang 
pengelola program DBD. 
       Wawancara 4 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Kawedanan yang terdapat pada lampiran 5 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas berbeda.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah petugas 
DBD puskesmas berkoordinasi dengan bidan dan perangkat desa 
setempat. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Pelaksana fogging adalah puskesmas dan Dinkes. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan 
yang termasuk pengelola program adalah pemegang program DBD 
masing-masing puskesmas. 
       Ada perbedaan data kasus DBD antara Dinkes dengan Puskesmas 
Kawedanan. Petugas DBD Puskesmas Kawedanan adalah petugas 
yang baru menjabat bulan April 2009 menggantikan petugas yang 
sebelumnya karena petugas yang sebelumnya sudah meninggal dunia 
pada bulan Juni 2008. Jadi petugas yang baru tersebut tidak 
mengetahui penyebab adanya perbedaan data kasus DBD antara 
puskesmas dan Dinkes. Dalam pelacakan kasus tersebut dibutuhkan 
peran dari berbagai pihak yang saling bekerja sama. Peran yang paling 
besar adalah petugas DBD puskesmas berkoordinasi dengan bidan dan 
perangkat desa setempat. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk pelaksanaan fogging 
fokus ditangani langsung oleh Dinkes karena petugas DBD di 
Puskesmas Kawedanan masih baru. Saat ada kasus langsung 
dilaporkan ke Dinkes dan langsung ditangani. Dinkes yang 
melaksanakan fogging karena pada tahun 2008 yang lalu ada kasus 
kematian di Puskesmas Kawedanan. Sebelumnya puskesmas pernah 
melaksanakan fogging kalau tidak ada kasus-kasus tertentu seperti 
kematian untuk menghilangkan keresahan warga. Jadi pelaksanaan 
fogging tetap didampingi oleh puskesmas, petugas puskesmas juga 
terlibat dalam penanggulangan/fogging fokus. Ada 4 orang tenaga 
terlatih yang dilatih oleh Dinkes dan petugas tersebut tinggal di 
kecamatan Kawedanan. Selain itu setiap tahun ada pertemuan 
pengelola program secara rutin. Pengelola program dalam pertemuan 
tersebut adalah pemegang program DBD masing-masing puskesmas. 
       Wawancara 5 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Panekan yang terdapat pada lampiran 6 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas berbeda karena 
adanya perbedaan pendapat antara dokter puskesmas dengan 
Dinkes.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah petugas 
DBD puskesmas. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Fogging dilaksanakan puskesmas. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan 
yang termasuk pengelola program adalah petugas DBD dan juru 
kesehatan desa. 
       Ada perbedaan data kasus DBD antara Dinkes dengan Puskesmas 
Panekan. Hal tersebut dikarenakan trombosit penderita di bawah 100 
oleh Dinkes tidak dimasukkan ke kasus DBD. Sedangkan di 
Puskesmas Panekan tergantung dokternya, kalau dokter menyatakan 
positif DBD berarti dimasukkan ke kasus DBD oleh puskesmas. 
Dalam pelacakan kasus tersebut dibutuhkan peran dari berbagai pihak 
yang saling bekerja sama. Peran yang paling besar adalah petugas 
DBD puskesmas. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk fogging fokus 
dilaksanakan oleh puskesmas dan yang bertanggung jawab penuh 
adalah puskesmas. Mengenai sarana dan prasarana seperti malathion 
untuk penanganan fokus, dananya berasal dari Dinkes. Jadi petugas 
puskesmas juga terlibat dalam penanggulangan/fogging fokus. Petugas 
tetap memantau ada penderita panas/demam di sekitar lokasi penderita 
atau tidak. 
       Selain itu setiap tahun ada pertemuan pengelola program secara 
rutin setiap 3 bulan sekali. Pengelola program dalam pertemuan 
tersebut adalah petugas DBD dan juru kesehatan desa yang 
bertanggung jawab PSN di desa. 
       Wawancara 6 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Sukomoro yang terdapat pada lampiran 7 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas berbeda karena 
mungkin data Dinkes juga ditambah dari RS.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah petugas 
DBD puskesmas, petugas sanitasi, kader, dan bidan penanggung 
jawab desa. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Fogging dilaksanakan puskesmas. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir dan 
yang termasuk pengelola program adalah petugas DBD, petugas 
penyehatan lingkungan, dan petugas penyuluh. 
       Ada perbedaan data kasus DBD antara Dinkes dengan Puskesmas 
Sukomoro. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan data Dinkes 
tidak hanya berasal dari penderita yang dirawat di Puskesmas 
Sukomoro saja tetapi juga penderita yang dirawat di RS. Dalam 
pelacakan kasus tersebut dibutuhkan peran dari berbagai pihak yang 
saling bekerja sama. Peran yang paling besar adalah petugas DBD 
puskesmas, petugas sanitasi, kader, dan bidan penanggung jawab desa 
yang biasanya turun bersama-sama. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk fogging fokus 
dilaksanakan oleh puskesmas dan alatnya juga berada di puskesmas. 
Dinkes yang membiayai dan dananya berasal dari APBD. Petugas 
untuk fogging berasal dari luar dan sudah dilatih oleh Dinkes. 
Meskipun sudah ada pelatihan untuk petugas tetapi petugas DBD 
puskesmas tidak berani melepas karena takut kalau ada mesin yang 
rusak. Jadi petugas puskesmas juga terlibat dalam 
penanggulangan/fogging fokus. Petugas mengawasi dan memberikan 
penyuluhan pada saat fogging agar makanan ditutup, pintu dibuka, dan 
semua anggota keluarga keluar dari rumah. Selain itu setiap tahun ada 
pertemuan pengelola program secara rutin. Pengelola program dalam 
pertemuan tersebut adalah petugas DBD, petugas penyehatan 
lingkungan, dan petugas penyuluh. 
       Kuesioner 2 diberikan kepada petugas P2DBD Puskesmas Poncol 
yang terdapat pada lampiran 10 dan diintepretasikan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas sama.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah Dinkes, 
puskesmas, bidan desa, dan masyarakat. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Fogging dilaksanakan puskesmas. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir yang 
meliputi P2DBD, bidan desa, petugas surveylans epidemiologi, dan 
petugas sanitasi. 
       Data kasus DBD antara Dinkes dengan Puskesmas Poncol sudah 
sama yaitu sama-sama 0 (nol) atau tidak ada kasus untuk tahun 2008. 
Puskesmas Poncol merupakan puskesmas yang terletak di dataran 
paling tinggi dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas lain se-
Kabupaten Magetan dengan kondisi kawasan yang berpenduduk 
jarang. Selain itu nyamuk Aedes Aegypti juga susah hidup dan 
berkembang biak di dataran tinggi seperti Poncol. Dalam pelacakan 
kasus tersebut dibutuhkan peran dari semua pihak yang saling bekerja 
sama yaitu Dinkes, puskesmas, bidan desa, dan masyarakat. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk fogging fokus 
dilaksanakan oleh puskesmas. Jadi petugas puskesmas juga terlibat 
dalam penanggulangan/fogging fokus. Selain itu juga ada pertemuan 
pengelola program secara rutin. Pengelola program dalam pertemuan 
tersebut adalah P2DBD, bidan desa, petugas surveylans epidemiologi, 
dan petugas sanitasi. 
       Kuesioner 3 diberikan kepada petugas P2DBD Puskesmas Tladan 
yang terdapat pada lampiran 11 dan diintepretasikan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
1. Data kasus DBD antara Dinkes dengan puskesmas berbeda 
mungkin karena penderita tersebut dirawat di RS.  
2. Peran yang paling besar dalam pelacakan kasus adalah puskesmas. 
3. Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. 
4. Fogging dilaksanakan oleh Dinkes dan puskesmas. 
5. Petugas puskesmas terlibat dalam penanggulangan fokus. 
6. Ada pertemuan pengelola program sesuai dengan formulir yang 
meliputi pengelola program DBD puskesmas dan AKL. 
       Ada perbedaan data kasus DBD antara Dinkes dengan Puskesmas 
Tladan. Hal tersebut mungkin dikarenakan penderita DBD tersebut 
dirawat di RS Sayyidiman Magetan. Dinkes juga rutin mengadakan 
pemeriksaan ulang ke RS untuk mengecek apakah ada penderita DBD 
yang dirawat di RS atau tidak. Dalam pelacakan kasus tersebut 
dibutuhkan peran dari berbagai pihak yang saling bekerja sama. Peran 
yang paling besar adalah puskesmas. 
       Petugas DBD di tingkat puskesmas sudah paham mengenai PSN, 
fogging, maupun abatisasi. Sedangkan untuk fogging fokus 
dilaksanakan oleh Dinkes dan puskesmas. Jadi petugas puskesmas juga 
terlibat dalam penanggulangan/fogging fokus. Selain itu juga ada 
pertemuan pengelola program secara rutin. Pengelola program dalam 
pertemuan tersebut adalah pengelola program DBD puskesmas dan 
AKL. 
       Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut dapat 
dinyatakan bahwa setelah data dari Dinkes diperiksa ulang dengan 
puskesmas ternyata ditemukan perbedaan jumlah kasus DBD. Hal 
tersebut disebabkan laporan puskesmas ke Dinkes setelah 3 hari atau 5 
hari ditemukannya kasus DBD, adanya perbedaan pendapat antara 
dokter puskesmas dengan Dinkes mengenai ditetapkannya penderita 
positif DBD atau tidak, dan adanya kemungkinan data kasus DBD 
Dinkes ditambah dari penderita yang dirawat di RS tidak hanya dari 
puskesmas saja. Meskipun data kasus tersebut berbeda namun hal 
tersebut bukanlah masalah yang besar karena setiap ada kasus pasti 
langsung dilacak dan segera ditindaklanjuti. Selain itu mengenai peran 
yang paling besar dalam pelacakan kasus, pelaksanaan fogging, dan 
pertemuan pengelola program sudah sesuai dengan hasil wawancara 
dari Dinkes. 
d. Pembahasan Terhadap Output 
       Berdasarkan dokumen dan wawancara 1 dengan Kasi 
Pemberantasan Penyakit Dinkes, ada perbedaan mengenai indikator 
kinerja output sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Perbedaan Output Antara Dokumen dan Wawancara 1 
No. Dokumen Wawancara 1 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
Pelacakan kasus realisasi 100 
kasus dan presentase 30%. 
Pemeliharaan mesin target 
dan realisasi 12 buah, 
presentase 100%. 
Belanja bahan kimia target 
dan realisasi 1200 lt/1525 kg. 
Pelacakan kasus realisasi 335 
kasus dan presentase 100%. 
Pemeliharaan mesin target 15 
buah, realisasi 13 buah, dan 
presentase 80%. 
Belanja bahan kimia target dan 
realisasi 1200 lt/800 kg. 
 
       Pada awalnya pelacakan kasus dalam formulir (dokumen) adalah 
100 kasus atau 30%. Namun kemudian dikoreksi oleh Kasi 
Pemberantasan Penyakit menjadi 335 kasus atau 100%. Dalam 
formulir 335 kasus dilacak 100 kasus maksudnya yang menjadi 
sumber penularannya sebanyak 100 kasus. Jadi yang perlu di-fogging 
hanya sumber penularannya karena itu berarti di tempat tersebut ada 
vektor (nyamuk Aides Aigepty). 
       Sedangkan mengenai pemeliharaan mesin FOG, pada awalnya 
dalam formulir tercantum target dan realisasinya 12 buah sedangkan 
presentase pencapaian target adalah 100%. Kemudian setelah dikoreksi 
oleh Kasi Pemberantasan Penyakit, pemeliharaan mesin FOG yang 
benar adalah target 15 buah, realisasi 13 buah, dan presentase 
pencapaian targetnya adalah 80%. Hal tersebut tidak bisa sesuai 
dengan target/rencana karena ada 2 mesin yang rusak karena terbakar 
jadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi. 
       Kemudian belanja bahan kimia pada awalnya dalam formulir 
tercantum target dan realisasinya 1200 lt/1525 kg. Setelah dikoreksi 
oleh Kasi Pemberantasan Penyakit, belanja bahan kimia yang benar 
adalah target dan realisasinya 1200 lt/800 kg. 
       Berdasarkan dokumen dan kuesioner 1 yang diberikan kepada Staf 
P2PL Dinkes, ada perbedaan mengenai indikator kinerja output 
sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Perbedaan Output Antara Dokumen dan Kuesioner 1 
No. Dokumen Kuesioner 1 
1. Pelacakan kasus 30% Pelacakan kasus 70% 
       
       Mengenai pelacakan kasus, menurut Staf P2PL bukan 30% tetapi 
70%. Pendapat dari Staf P2PL ini berbeda dengan yang disampaikan 
oleh Kasi Pemberantasan Penyakit. Namun setelah diadakan 
pemeriksaan ulang kepada Kasi Pemberantasan Penyakit, pelacakan 
kasus yang benar adalah 100% karena setiap ada laporan kasus pasti 
langsung dilacak, tidak mungkin kalau tidak dilacak. Kalau ada kasus 
tetapi tidak dilacak maka masyarakat yang pasti akan marah. Selain itu 
Kasi Pemberantasan Penyakit yang paling mengetahui tentang 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
       Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut dapat 
dinyatakan bahwa ada kesalahan dalam pengetikan formulir yaitu 
mengenai pelacakan kasus DBD, pemeliharaan mesin FOG, dan 
belanja bahan kimia. Meskipun pemeliharaan mesin FOG tidak sesuai 
dengan target karena ada mesin yang terbakar, namun indikator kinerja 
output yang lainnya sudah sesuai dengan target/rencana.    
3. Outcome 
       Pada bagian ini akan dijabarkan tentang analisis hasil dokumenter 
serta analisis hasil wawancara dengan Dinkes, puskesmas, dan masyarakat 
sekitar puskesmas mengenai indikator kinerja outcome sebagai berikut: 
a. Analisis Hasil Dokumenter 
       Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya output (keluaran) kegiatan. Berikut ini ditampilkan data 
pencapaian indikator kinerja outcome dalam Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.6 
Data Pencapaian Indikator Kinerja Outcome dalam 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Dinkes Kab. Magetan Tahun 2008 
 
No. 
 
Outcome 
Rencana 
Tingkat Capaian 
(Target) 
 
Realisasi 
Presentase 
Pencapaian 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
Terlacaknya 
semua kasus 
DBD 
Fogging 
terlaksana di 
semua fokus 
Tersedianya 
alat yang 
siap pakai 
Petugas 
mendapat 
informasi 
kebijakan 
program 
Tersedianya 
bahan kimia 
335 kasus 
 
 
100% 
 
 
12 buah 
 
 
63 orang 
 
 
 
 
1200 lt/1525 kg 
100 kasus 
 
 
- 
 
 
12 buah 
 
 
- 
 
 
 
 
1200 lt/1525 kg 
30% 
 
 
- 
 
 
100% 
 
 
- 
 
 
 
 
100% 
Sumber: Diolah dari formulir RKT dan PKK Bidang P2PL 
       Dalam indikator kinerja outcome di formulir Bidang P2PL 
tersebut, petugas mendapat informasi kebijakan program merupakan 
hasil dari pertemuan pengelola program. Hal tersebut juga tidak 
tercantum dalam PKK. Kemudian mengenai tersedianya alat yang siap 
pakai dan tersedianya bahan kimia, semuanya terealisasi 100%. 
Sedangkan terlacaknya semua kasus DBD terealisasi 30%. Selain itu 
juga fogging terlaksana di semua fokus hanya ada dalam formulir RKT 
dan tidak ada dalam formulir PKK.      
 
b. Analisis Hasil Wawancara Dengan Dinkes 
       Wawancara dilakukan dengan Dinkes untuk mengadakan 
pemeriksaan ulang pada dokumen (formulir). Wawancara 1 dilakukan 
kepada Kasi Pemberantasan Penyakit yang terdapat pada lampiran 2 
dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Terlacaknya semua kasus yang benar realisasinya 335 kasus dan 
presentasenya 100%. 
2. Indikatornya ditambah dengan fogging terlaksana di semua fokus, 
target dan realisasinya 85 fokus sedangkan presentasenya 100%. 
3. Tersedianya alat yang siap pakai yang benar targetnya 15 buah, 
realisasinya 13 buah, dan presentasenya 80%. 
4. Pertemuan pengelola program sudah dilaksanakan dengan baik, 
namun petugas yang mendapat informasi kebijakan program yang 
benar adalah 66 orang. 
5. Tersedianya bahan kimia yang benar target dan realisasinya 1200 
lt/800 kg. 
6. Pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
khusus DBD Dinkes dan pengelola DBD puskesmas. 
       Dalam setiap kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD ada pengelola khususnya yaitu pengelola khusus DBD 
Dinkes dan pengelola DBD puskesmas. Untuk kegiatan fogging 
dilaksanakan oleh Puskesmas dan di setiap puskesmas sudah tersedia 
alat dan tenaga masing-masing 3 mesin. 
       Wawancara 2 dilakukan kepada Kabid P2PL yang terdapat pada 
lampiran 3 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Alat yang siap pakai sudah tersedia sesuai dengan formulir. 
2. Bahan kimia sudah tersedia sesuai dengan formulir. 
       Mengenai alat yang siap pakai (mesin FOG) dan bahan kimia, 
keduanya sama-sama sudah tersedia sesuai dengan formulir. Selain itu 
juga ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu petugas DBD 
puskesmas di setiap puskesmas se-Kabupaten Magetan dan juga 
petugas dari Dinkes. Untuk kegiatan fogging melihat kompetensinya, 
kalau puskesmas tidak ada masalah berarti puskesmas yang 
melaksanakan fogging. Ujung tombaknya adalah puskesmas 
sedangkan Dinkes hanya sebagai fasilitator dan dinamisator. 
       Sedangkan kuesioner 1 diberikan kepada Staf P2PL yang terdapat 
pada lampiran 9 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Pertemuan pengelola program sudah dilaksanakan dengan baik dan 
semua petugas sudah mendapat informasi kebijakan program. 
2. Bahan kimia sudah tersedia sesuai dengan formulir. 
       Pertemuan pengelola program sudah dilaksanakan dengan baik 
dan semua petugas sudah mendapat informasi kebijakan program. 
Bahan kimia pun juga sudah tersedia sesuai dengan formulir. Selain itu 
juga ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. Sedangkan kegiatan 
fogging dilaksanakan oleh Dinkes.        
c. Analisis Hasil Wawancara Dengan Puskesmas 
       Selain wawancara dengan Dinkes, peneliti juga mengadakan 
triangulasi sumber ke puskesmas. Wawancara 3 dilakukan kepada 
petugas P2DBD Puskesmas Karangrejo yang terdapat pada lampiran 4 
dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 3 mesin FOG yang tersedia di puskesmas dan yang 
menyiapkan mesin FOG adalah petugas DBD puskesmas. 
3. Bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari 
tergantung dari jumlah fokus dan jumlah rumah yang di-fogging. 
Akan tetapi kira-kira dalam sehari menghabiskan 5 lt malathion. 
Jumlah abate di puskesmas hanya ada sedikit untuk stok di 
puskesmas saja. 
4. Saat ada fogging baru puskesmas bon bahan kimia ke Dinkes. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes tidak sama untuk 
setiap puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
DBD puskesmas yang berkoordinasi dengan program yang lain 
untuk pelacakan. 
       Dalam usaha untuk menanggulangi fokus, puskesmas tidak hanya 
melakukan kegiatan PSN, fogging, dan abatisasi tetapi juga 
penyuluhan DBD ke desa-desa. Penyuluhannya secara serentak, 
masyarakat dalam 1 desa dikumpulkan. Penyuluhan juga dilakukan 
saat pelacakan, selain itu juga dilakukan penyuluhan ke posyandu.  
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 3 mesin FOG yang disiapkan oleh petugas DBD puskesmas. 
Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari 
tidak tentu habisnya, tergantung dari fokus yang di-fogging. Jumlah 
fokus dan jumlah rumah yang di-fogging dari setiap desa tidak sama 
jadi jumlah obatnya juga tidak sama. Tetapi kira-kira dalam sehari 
menghabiskan 5 lt malathion. Jumlah abate di puskesmas memang 
sangat kurang, puskesmas mendapat abate hanya sedikit untuk stok di 
puskesmas saja. Abate biasanya digunakan pada saat pelacakan. Saat 
penyelidikan ke penderita, petugas DBD puskesmas membawa abate 
dan diberikan ke rumah-rumah yang positif ada jentik nyamuknya dan 
yang memiliki tempat penampungan besar. Abate diberikan secara 
selektif, jadi tidak semua rumah diberi abate. Jumlah abate yang 
diberikan juga tidak tentu. Kalau ada masyarakat yang minta abate, 
petugas DBD puskesmas akan memberikannya. Rumah yang tidak ada 
jentiknya maka dilakukan PSN. Mengenai stok bahan kimia di 
puskesmas, tidak ada stok secara khusus. Puskesmas mengirim bon 
bahan kimia ke Dinkes saat ada kegiatan fogging. Jumlah bahan kimia 
yang diberikan oleh Dinkes juga tidak sama untuk setiap puskesmas 
karena jumlah kasus di setiap puskesmas tidak sama. 
       Dalam setiap kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD ada pengelola khususnya yaitu pengelola DBD 
puskesmas yang berkoordinasi dengan program yang lain untuk 
pelacakan. Pengelola DBD puskesmas tidak mungkin bisa 
melakukannya sendiri, pasti dibantu dengan tenaga sanitasi dan 
pembina desa setempat. 
       Wawancara 4 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Kawedanan yang terdapat pada lampiran 5 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 3 mesin FOG yang tersedia di puskesmas tetapi yang 1 rusak 
dan yang menyiapkan mesin FOG adalah petugas DBD puskesmas. 
3. Bahan kimia yang digunakan untuk fogging tergantung berapa 
luasnya yang di-fogging. 
4. Puskesmas mengajukan bahan kimia ke Dinkes sesuai kebutuhan. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes tidak sama untuk 
setiap puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
program DBD puskesmas. 
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 3 mesin FOG yang disiapkan oleh petugas DBD puskesmas. 
Tetapi ada 1 mesin yang rusak. Jika ada mesin yang rusak maka 
Dinkes yang memperbaikinya. 
       Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk fogging tergantung 
berapa luasnya yang di-fogging. Jumlah rumah yang akan di-fogging 
harus disurvei dulu. Puskesmas mengajukan bahan kimia ke Dinkes 
sesuai kebutuhan. Kalau persediaan tidak mencukupi, maka swadaya 
bisa ditambah. Namun selama ini sudah mencukupi, jadi tidak ada 
swadaya. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes juga tidak 
sama untuk setiap puskesmas, sesuai dengan puskesmas masing-
masing.  Sedangkan dalam setiap kegiatan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD ada pengelola khususnya yaitu 
pengelola program DBD puskesmas. 
       Wawancara 5 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Panekan yang terdapat pada lampiran 6 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 3 mesin FOG yang tersedia di puskesmas dan yang 
menyiapkan mesin FOG adalah petugas DBD puskesmas. 
3. Bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari kurang 
lebih 5 lt. 
4. Jumlah bahan kimia untuk puskesmas tergantung jumlah rumah 
yang di-fogging. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes tidak sama untuk 
setiap puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
program DBD puskesmas. 
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 3 mesin FOG yang disiapkan oleh petugas DBD puskesmas. 
Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari 
perkiraan kurang lebih 5 lt. Ada rumus untuk penanganan fokus yaitu 
jaraknya 100 meter dari penderita. Jumlah bahan kimia untuk 
puskesmas tergantung jumlah rumah yang di-fogging. Jumlah bahan 
kimia yang diberikan oleh Dinkes juga tidak sama untuk setiap 
puskesmas, tergantung bon yang diminta oleh puskesmas. Sedangkan 
dalam setiap kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD ada pengelola khususnya yaitu pengelola program DBD 
puskesmas. 
       Wawancara 6 dilakukan kepada petugas P2DBD Puskesmas 
Sukomoro yang terdapat pada lampiran 7 dan diintepretasikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 3 mesin FOG yang tersedia di puskesmas dan yang 
menyiapkan mesin FOG adalah petugas DBD puskesmas. 
3. Bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari kurang 
lebih 3 lt malathion dan abate kira-kira tidak sampai ¼ kg untuk 25 
rumah. 
4. Jumlah bahan kimia untuk puskesmas adalah 5 lt malathion. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes tidak sama untuk 
setiap puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
program DBD puskesmas. 
       Dalam usaha untuk menanggulangi fokus, puskesmas tidak hanya 
melakukan kegiatan PSN, fogging, dan abatisasi tetapi juga 
penyuluhan DBD ke desa-desa. Penyuluhan dengan posyandu, maupun 
pada saat ada kasus. Petugas DBD puskesmas mencari celah-celah 
misal pada saat ada pertemuan lintas sektoral di kecamatan dan 
pertemuan ibu-ibu organisasi.  
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 3 mesin FOG yang disiapkan oleh petugas DBD puskesmas. 
Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk fogging dalam sehari, 
puskesmas mendapat jatah malathion kurang lebih 3 lt. Sedangkan 
kalau abate kira-kira tidak sampai ¼ kg untuk 25 rumah dan yang 
diabate 100 meter dari lokasi penderita. Jumlah bahan kimia untuk 
puskesmas cukup atau tidak cukup adalah 5 lt, biasanya puskesmas 
minta bon dulu ke Dinkes. Kalau ada kelebihan bahan kimia maka 
akan dikembalikan lagi ke Dinas. Jumlah bahan kimia yang diberikan 
oleh Dinkes juga tidak sama untuk setiap puskesmas karena melihat 
kasusnya dahulu. Kalau ada kasus maka petugas akan bon ke dinas. 
Sedangkan dalam setiap kegiatan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD ada pengelola khususnya yaitu 
pengelola program DBD puskesmas. 
       Kuesioner 2 diberikan kepada petugas P2DBD Puskesmas Poncol 
yang terdapat pada lampiran 10 dan diintepretasikan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 1 mesin FOG yang tersedia di puskesmas dan yang 
menyiapkan mesin FOG adalah petugas P2DBD puskesmas. 
3. Bahan kimia untuk fogging tergantung jumlah kasus dan kepadatan 
rumah di sekitar fokus kejadian, untuk Poncol kurang lebih 1 lt. 
4. Jika ada kasus maka puskesmas mengambil bahan kimia di dinas. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes tidak sama untuk 
setiap puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu P2DBD. 
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 1 mesin FOG yang disiapkan oleh petugas P2DBD puskesmas. 
Saat kegiatan fogging, bahan kimia yang digunakan untuk fogging 
dalam sehari tergantung jumlah kasus dan kepadatan rumah di sekitar 
fokus kejadian. Namun untuk Puskesmas Poncol kurang lebih 1 lt 
bahan kimia. Jumlah mesin FOG dan jumlah bahan kimia untuk 
Puskesmas Poncol memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
puskesmas-puskesmas lain karena Puskesmas Poncol terletak di 
dataran paling tinggi daripada puskesmas-puskesmas lain dan jarang 
ada kasus DBD di sana. Saat ada kasus puskesmas akan mengambil 
bahan kimia di dinas. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes 
juga tidak sama untuk setiap puskesmas. Sedangkan dalam setiap 
kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD ada 
pengelola khususnya yaitu P2DBD. 
       Kuesioner 3 diberikan kepada petugas P2DBD Puskesmas Tladan 
yang terdapat pada lampiran 11 dan diintepretasikan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
1. Puskesmas juga mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa-
desa untuk menanggulangi fokus.  
2. Ada 3 mesin FOG yang tersedia di puskesmas yang disiapkan oleh 
tenaga puskesmas dan tenaga terlatih dari desa. 
3. Bahan kimia untuk fogging sesuai kebutuhan. 
4. Jumlah bahan kimia yang disediakan oleh Dinkes untuk puskesmas 
kurang lebih 5 lt malathion. 
5. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes sama untuk setiap 
puskesmas. 
6. Ada pengelola khusus untuk setiap kegiatan dalam Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD yaitu pengelola 
program DBD puskesmas. 
       Mengenai tersedianya alat yang siap pakai di puskesmas sudah 
tersedia 3 mesin FOG yang disiapkan oleh tenaga puskesmas dan 
tenaga terlatih dari desa. Saat kegiatan fogging, bahan kimia yang 
digunakan untuk fogging dalam sehari sesuai kebutuhan. Jumlah bahan 
kimia yang disediakan oleh Dinkes untuk puskesmas kurang lebih 5 lt 
malathion. Jumlah bahan kimia yang diberikan oleh Dinkes juga tidak 
sama untuk setiap puskesmas. Sedangkan dalam setiap kegiatan 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD ada 
pengelola khususnya yaitu pengelola program DBD puskesmas. 
       Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut dapat 
dinyatakan bahwa jumlah mesin FOG yang tersedia di puskesmas 
sudah sesuai dengan hasil wawancara dari Dinkes. Akan tetapi 
pengecualian untuk Puskesmas Poncol karena hanya ada 1 mesin FOG 
yang tersedia di puskesmas. Hal itu disebabkan Puskesmas Poncol 
terletak di dataran tinggi yang jarang atau masih sedikit ditemukan 
kasus DBD. Selain itu mengenai pengelola khusus untuk setiap 
kegiatan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD juga sudah sesuai dengan hasil wawancara dari Dinkes yaitu 
pengelola program DBD puskesmas.  
d. Analisis Hasil Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Puskesmas 
       Selain wawancara dengan Dinkes dan puskesmas, peneliti juga 
mengadakan triangulasi sumber ke masyarakat sekitar puskesmas. 
Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat 
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Wawancara 7 
dilakukan kepada masyarakat sekitar puskesmas yang terdapat pada 
lampiran 8 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Puskesmas pernah mengadakan kegiatan dalam rangka 
penanggulangan penyakit DBD yaitu pengarahan, pencegahan, 
fogging, dan memberikan abate. 
2. Puskesmas mengadakan kegiatan penyuluhan DBD di desa 1 bulan 
sekali, selain itu juga waktu akan dilaksanakan fogging dan setelah 
fogging. 
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD sudah 
berhasil. 
4. Masyarakat mendukung program tersebut.  
5. Masyarakat mengadakan penanggulangan penyakit DBD dengan 
cara 3M plus, membersihkan lingkungan, pemberian abate, dan 
fogging 
6. Saat ada warga yang terkena penyakit DBD, Dinkes atau 
puskesmas segera mengambil tindakan.  
       Dalam rangka penanggulangan penyakit DBD, puskesmas 
mengadakan kegiatan penyuluhan ke desa-desa dan apabila sudah 
terjadi kasus maka yang dilakukan puskesmas adalah fogging dan 
memberikan abate. Kegiatan penyuluhan tersebut diadakan 1 bulan 
sekali. Saat akan dilaksanakan kegiatan fogging dan setelah fogging 
juga diadakan penyuluhan.   
       Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD ini 
sudah berhasil karena jumlah kasus di Magetan juga sudah menurun. 
Dari pihak masyarakat juga mendukung program tersebut. Dalam 
rangka penanggulangan penyakit DBD, masyarakat menerapkan 3M 
plus, membersihkan lingkungan, pemberian abate, dan kalau belum 
berhasil kemudian langkah terakhir adalah di-fogging.  
       Saat ada warga yang terkena penyakit DBD, puskesmas segera 
mengambil tindakan. Pasien segera dibawa ke puskesmas dan dirawat, 
kemudian pihak puskesmas terjun langsung ke lokasi penderita untuk 
mengadakan survei lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui 
kegiatan fogging. 
       Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa 
Dinkes, puskesmas, dan masyarakat semuanya berperan dalam 
penanggulangan penyakit DBD. Hasil wawancara dengan masyarakat 
sekitar puskesmas juga sudah sesuai dengan hasil wawancara dari 
puskesmas.  
e. Pembahasan Terhadap Outcome 
       Berdasarkan dokumen dan wawancara 1 dengan Kasi 
Pemberantasan Penyakit Dinkes, ada perbedaan mengenai indikator 
kinerja outcome sebagai berikut: 
 Tabel 3.7  
Perbedaan Outcome Antara Dokumen dan Wawancara 1 
No. Dokumen Wawancara 1 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 
Terlacaknya semua kasus 
realisasinya 100 kasus dan 
presentasenya 30%. 
Dalam formulir PKK tidak 
ada indikator fogging 
terlaksana di semua fokus. 
 
 
Tersedianya alat yang siap 
pakai target dan realisasinya 
12 buah sedangkan 
presentasenya 100%. 
Petugas mendapat informasi 
kebijakan program 63 orang. 
Tersedianya bahan kimia 
target dan realisasinya  
1200 lt/1525 kg. 
Terlacaknya semua kasus 
realisasinya 335 kasus dan 
presentasenya 100%. 
Indikatornya ditambah dengan 
fogging terlaksana di semua 
fokus, target dan realisasinya 
85 fokus sedangkan 
presentasenya 100%. 
Tersedianya alat yang siap 
pakai targetnya 15 buah, 
realisasi 13 buah, dan 
presentasenya 80%. 
Petugas mendapat informasi 
kebijakan program 66orang. 
Tersedianya bahan kimia target 
dan realisasinya  
1200 lt/800 kg. 
 
       Sebagaimana halnya dengan output yang terdapat perubahan 
setelah dikoreksi oleh Kasi Pemberantasan Penyakit, outcome juga 
mengalami perubahan karena outcome merupakan hasil dari output. 
Mengenai terlacaknya semua kasus, tersedianya alat yang siap pakai, 
dan tersedianya bahan kimia mengalami perubahan yang sama dengan 
output.      
       Sedangkan kegiatan fogging terlaksana di semua fokus ada dalam 
formulir RKT namun tidak ada dalam formulir PKK. Oleh karena itu 
di formulir PKK ditambahkan satu kegiatan lagi pada indikator kinerja 
outcome yaitu fogging terlaksana di semua fokus dengan target dan 
realisasi 85 fokus serta dengan presentase 100%. 
       Mengenai pertemuan pengelola program sudah dilaksanakan 
dengan baik yaitu setiap tahun dilaksanakan 4 kali meliputi rencana 1 
kali, evaluasi 1 kali, dan dilaksanakan 2 kali darurat apabila terjadi 
KLB. Hasil dari pertemuan tersebut adalah petugas mendapat 
informasi kebijakan program yang pada awalnya dalam formulir 
sebanyak 63 orang kemudian dikoreksi oleh Kasi Pemberantasan 
Penyakit menjadi 66 orang. Ada 22 puskesmas se-Kabupaten Magetan 
dan masing-masing puskesmas ada 1 orang pengelola program DBD. 
Dalam 1 tahun dilaksanakan pertemuan pengelola program sekitar 3 
kali jadi ada 66 orang pengelola program DBD dari masing-masing 
puskesmas. Pertemuan diadakan 4 kali kalau ada keadaan darurat 
karena ada KLB. 
       Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa 
ada kesalahan dalam pengetikan formulir. Selain itu terlacaknya semua 
kasus DBD, fogging terlaksana di semua fokus, dan tersedianya bahan 
kimia sudah sesuai dengan rencana/target. Sedangkan tersedianya alat 
yang siap pakai tidak sesuai dengan rencana/target 100% karena ada 
alat/mesin yang terbakar, meskipun begitu sudah menunjukkan hasil 
capaian kegiatan yang baik/berhasil. 
       Berdasarkan pembahasan dari ketiga indikator kinerja di atas dinyatakan 
bahwa pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sudah sesuai rencana/target. Untuk input 
sudah sesuai rencana, presentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 
adalah 95% (sangat baik/sangat berhasil). Output dan outcome juga sudah 
sesuai rencana dengan presentase 80%-100% (baik/berhasil s/d sangat 
baik/sangat berhasil).  
       Namun tujuan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
belum tercapai sepenuhnya karena baru tujuan menurunkan angka kematian 
(Case Fatality Rate/CFR) yang berhasil/sesuai rencana. Sedangkan tujuan 
menurunkan angka kesakitan (Incident Rate/IR) belum berhasil/belum sesuai 
rencana. 
       Wawancara 1 dilakukan kepada Kasi Pemberantasan Penyakit yang 
terdapat pada lampiran 2 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Angka kesakitan (IR) tidak sesuai dengan rencana karena kondisi 
anggaran, tim PSN, obat, tenaga, dan pelaksanaannya yang kurang 
terpadu. 
2. Angka kematian (CFR) tercapai/sesuai dengan rencana karena adanya 
audit para dokter setiap ada peningkatan kasus kematian. 
       Target angka kesakitan tidak sesuai dengan rencana, yang direncanakan 
adalah < 20/100.000 penduduk sedangkan realisasinya 48/100.00 penduduk. 
Hal tersebut disebabkan anggaran kurang dan terlambat, tim PSN belum 
berjalan betul, pestisida dan larvasida kurang, kurang tenaga terampil, dan 
pelaksanaannya kurang terpadu. 
       Target angka kematian bisa tercapai, yang direncanakan adalah < 1% 
sedangkan realisasinya 0,8%. Hal tersebut bisa terjadi karena setiap ada 
peningkatan kasus kematian, diadakan audit para dokter-dokter di puskesmas 
dan RSUD. 
       Wawancara 2 dilakukan kepada Kabid P2PL yang terdapat pada lampiran 
3 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Target angka kesakitan tidak sesuai dengan rencana karena abatisasi, PSN, 
dan sebagainya kurang berhasil. 
2. Target angka kematian tercapai karena berhasilnya pembudayaan bebas 
jentik dan abatisasi selektif maupun abatisasi masal. 
       Angka kesakitan tidak sesuai dengan target dalam rencana karena upaya-
upaya pencegahannya kurang berhasil. Upaya-upayanya harus lebih 
digalakkan lagi seperti abatisasi, PSN, dan sebagainya. Sedangkan angka 
kematian bisa tercapai karena upaya-upayanya sudah berhasil yaitu 
pembudayaan bebas jentik yang sudah berjalan termasuk abatisasi selektif di 
kota yang endemis dan juga sudah dilaksanakan abatisasi masal dan faktanya 
secara signifikan menurunkan angka kejadian. 
       Sedangkan kuesioner 1 diberikan kepada Staf P2PL yang terdapat pada 
lampiran 9 dan diintepretasikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Target angka kesakitan tidak tercapai karena Magetan adalah daerah 
endemis DBD. 
2. Target angka kematian tercapai karena adanya kesiagaan dalam penemuan 
penderita DBD. 
       Magetan adalah daerah endemis DBD sehingga kasus DBD di Magetan 
sangat banyak yang kemudian menyebabkan target angka kesakitan tidak 
tercapai. Namun untuk angka kematian sudah tercapai karena adanya 
kesiagaan dalam penemuan penderita DBD, setiap ada laporan kasus langsung 
dilacak sehingga begitu ada penderita DBD akan segera diketahui.  
       Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD sudah 
sesuai dengan rencana/target. Namun tujuan program belum bisa dinyatakan 
berhasil sepenuhnya karena hanya CFR yang tercapai, sedangkan IR belum 
tercapai. Indikasi sudah berhasil dilihat dari menurunnya IR. IR tahun 2008 
memang sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya tetapi belum sesuai 
dengan yang direncanakan. Namun ada perbedaan data kasus DBD antara 
Dinkes dengan puskesmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata ada 
ketidaksinkronan data antara Dinkes dengan puskesmas yang disebabkan oleh 
adanya perbedaan penyusunan laporan karena metode/standar penghitungan 
yang berbeda. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga 
dapat dipakai sebagai ukuran nilai. Hal tersebut menyebabkan ada perbedaan 
laporan antara Dinkes dan puskesmas sehingga peneliti sulit melakukan 
evaluasi. Namun Bu Sunarsih (Petugas P2DBD Puskesmas Karangrejo) dalam 
wawancara 30 Juni 2009 mengungkapkan bahwa: 
Data yang digunakan lebih baik data dari Dinkes saja. Meskipun ada 
perbedaan data namun hal tersebut bukan masalah yang besar karena 
setiap ada kasus pasti segera dilaporkan ke Dinkes dan segera ditangani. 
 
       Selain itu, setelah formulir (dokumen) diperiksa ulang, ada data-data yang 
dirubah karena ada kesalahan dalam penyusunan dan pengetikan formulir oleh 
Kasi Pemberantasan Penyakit. 
        
B. Hambatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD 
       Dalam pelaksanaan program tentunya ada hambatan-hambatan yang 
muncul dan dialami yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan program. 
Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit DBD diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya dana 
       Hambatan untuk menanggulangi penyakit DBD adalahnya kurangnya 
anggaran dana dari APBD untuk membiayai pelaksanaaan Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD di Dinkes Kabupaten 
Magetan. Selain kurangnya dana, realisasi dana juga terlambat. Seperti 
yang diungkapkan Kasi Pemberantasan Penyakit, Bapak Suwarno dalam 
wawancara 1 Mei 2009: 
”Hambatannya yaitu anggaran yang masih kurang sekali dan realisasi 
dananya juga terlambat. Karena kurangnya dana tersebut sehingga 
untuk kegiatan fogging fokus, ada yang dibiayai oleh pemkab dan ada 
juga yang swadaya”. 
 
       Anggaran dana untuk membiayai pelaksanaan Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit DBD adalah sebesar Rp. 579.871.500,00. 
Hal tersebut bisa dilihat di RKT maupun PKK Dinkes Kabupaten 
Magetan. Meskipun begitu dana sebesar itu masih dianggap kurang 
mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program karena untuk fogging 
fokus maupun untuk pengadaan obat/bahan kimia pun juga masih kurang. 
Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (P2PL), Bapak Sugeng Raharjo, S.Sos., MM. dalam 
wawancara 4 Mei 2009: 
”Masalah pemberantasan masih terkendala dana dari APBD untuk 
pengadaan obat untuk menyemprot, dan sebagainya”. 
        
       Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dana dari pemerintah kurang 
mencukupi untuk pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit DBD. Masalah dana dapat menyebabkan penanggulangan 
Penyakit DBD menjadi terhambat. Oleh karena itu upaya yang dapat 
dilakukan oleh Dinkes untuk mengatasi hambatan tersebut adalah 
mengajukan dana pada pemerintah kabupaten. 
2. Kurangnya kesadaran masyarakat 
       Hambatan lain untuk menanggulangi penyakit DBD adalah kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat. 
Seperti yang diungkapkan Bapak Suwarno selaku Kasi Pemberantasan 
Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tentang kurangnya 
kesadaran masyarakat: 
”Masyarakat belum membiasakan diri pola hidup bersih dan sehat 
setiap hari/individu”. (Wawancara 1 Mei 2009) 
        
       Untuk merubah perilaku masyarakat memang suatu hal yang sangat 
sulit dilakukan meskipun masyarakat sudah diberi penyuluhan. Kemauan 
masyarakat untuk membersihkan lingkungan/rumah masih kurang, 
menguras bak mandi lebih dari seminggu, kerja bakti juga hampir tidak 
dilaksanakan di setiap desa. Mbak Arik Mugi Lestari selaku Petugas 
P2DBD Puskesmas Kawedanan mengatakan bahwa: 
”Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membersihkan lingkungan 
meskipun sudah diberi penyuluhan. Kalau ada kasus baru mereka sadar 
dengan sendirinya”. (Wawancara 1 Juli 2009) 
 
       Bapak Sugeng Raharjo, S.Sos., MM. sebagai Kabid P2PL juga 
menuturkan bahwa: 
”Kesadaran dari masyarakat masih kurang. Kalau sedang sakit tidak 
segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang mengakibatkan 
terlambatnya penanganan dan kematian”. (Wawancara 4 Mei 2009) 
 
       Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tidak 
hanya soal kebersihan lingkungan, namun juga saat ada warga yang 
sedang sakit tidak segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Hal 
tersebut sangat menghambat suksesnya Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD . 
3. Masih kurangnya gerakan PSN 
       Masih kurangnya gerakan PSN di masyarakat juga menjadi hambatan 
pelaksanaan program. Kegiatan pelaksanaan PSN harus dilakukan secara 
terpadu mulai dari Bupati, DPR, dinas-dinas, dan masyarakat. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Ibu Sunarsih selaku petugas P2DBD Puskesmas 
Karangrejo:  
”Masyarakat susah disuruh PSN, oleh karena itu PSN perlu lebih 
digalakkan lagi”. (Wawancara 30 Juni 2009) 
 
       Selain itu ada sebagian penduduk yang lebih percaya fogging daripada 
PSN untuk menanggulangi DBD. Hal itu juga menyebabkan gerakan PSN 
masih kurang di masyarakat. Padahal PSN lebih baik daripada fogging 
karena bahan kimia yang digunakan untuk fogging dapat merusak 
lingkungan. Sebenarnya fogging bukan pencegahan yang efektif karena 
fogging hanya memutuskan rantai penularan. Bapak Heri Purwanto selaku 
petugas P2DBD Puskesmas Poncol juga mengatakan bahwa: 
”Hambatan dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD yaitu ada beberapa penduduk yang 
lebih percaya fogging daripada PSN untuk menanggulangi DBD. Cara 
mengatasi hambatan tersebut adalah koordinasi dengan pihak 
pemerintahan desa memberikan pemahaman lebih baiknya PSN 
daripada fogging”. (Wawancara 4 Juli 2009) 
 
       Dari penuturan-penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan 
PSN belum berjalan dengan baik di masyarakat sehingga menyebabkan 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 
menjadi terhambat. 
4. Susahnya koordinasi dengan beberapa pihak 
       Susahnya koordinasi dengan beberapa pihak juga bisa menjadikan 
hambatan dalam pelaksanaan program. Sebagaimana diungkapkan oleh 
Ibu Sunarsih selaku petugas P2DBD Puskesmas Karangrejo: 
”Koordinasi dengan masyarakat susah, koordinasi dengan pihak desa 
juga tidak gampang. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan 
membina kerjasama yang baik dengan lintas program maupun lintas 
sektoral. Lintas program itu dengan dokternya, program-program yang 
lain, sanitasinya, dan pembina desa setempat. Kalau lintas sektoral itu 
melibatkan pihak kecamatan atau Dinas Pendidikan. Jadi harus 
membina kerjasama yang baik kalau sewaktu-waktu ada KLB maka 
bisa koordinasi lebih cepat”. (Wawancara 30 Juni 2009) 
 
       Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD juga terhambat 
masalah susahnya koordinasi dengan masyarakat maupun pihak desa. 
Bahkan terkadang ada perangkat desa yang tidak terlalu tanggap saat ada 
kasus yang menimpa warga.  
       Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah 
melakukan pendekatan dan membina kerja sama yang baik dengan 
perangkat desa. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menggerakkan 
masyarakat agar bisa lebih mudah koordinasi dengan masyarakat.  
5. Rendahnya pendidikan masyarakat  
       Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan program adalah rendahnya 
pendidikan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Eni Nuryani 
selaku petugas P2DBD Puskesmas Sukomoro: 
”Pendidikan masyarakat yang rendah menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD. 
Cara mengatasi hambatan tersebut adalah mengadakan penyuluhan 
dengan mengambil celah-celah pada pertemuan RT maupun pertemuan 
kelompok di desa-desa”. (Wawancara 3 Juli 2009) 
 
       Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya 
pengetahuan masyarakat tentang pendidikan juga sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran pelaksanaan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit DBD. Hal tersebut yang menyebabkan 
masyarakat kurang begitu paham mengenai penyakit DBD dan kurang 
begitu peduli terhadap penyakit tersebut yang akhirnya menjadi kurang 
respon terhadap program ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan tersebut adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
seputar penyakit DBD.  
       Hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas dapat menjadi penyebab 
belum tercapainya IR sesuai dengan target/rencana. Namun hambatan yang 
paling besar pengaruhnya hingga IR belum tercapai adalah kurangnya 
kesadaran dari masyarakat. Dinkes, puskesmas, dan masyarakat sudah 
berusaha dan saling bekerja sama untuk memberantas penyakit DBD. Namun 
semuanya kembali lagi pada masyarakatnya, tergantung pada perilaku 
masyarakatnya sendiri. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 
2008 sudah sesuai rencana/target. Sedangkan hasilnya dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 4.1 
Hasil Evaluasi Dari Masing-Masing Indikator Kinerja 
 
No. 
 
Indikator Kinerja  
Rencana tingkat 
capaian (target) 
Presentase pencapaian 
renc. tk. capaian 
(target)  
1. 
 
2. 
 
3. 
Input 
Output 
Outcome 
100% 
100% 
100% 
95% 
80%-100% 
80%-100% 
 
Indikator kinerja input, output, dan outcome sudah sesuai rencana dengan 
presentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 80%-100% 
(baik/berhasil s/d sangat baik/sangat berhasil). Namun tujuan program 
belum bisa dinyatakan berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan hanya 
angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) yang dapat dicapai 
sedangkan angka kesakitan atau Incidence Rate (IR) belum berhasil 
dicapai. Rencana/target menurunkan CFR < 1% berhasil karena di tahun 
2008 angka CFR di Kabupaten Magetan sebesar 0,8%. Sedangkan IR 
belum berhasil karena pada tahun 2008 angka IR di Kabupaten Magetan 
sebesar 48/100.000 penduduk, padahal yang direncanakan adalah 
20/100.000 penduduk.    
Setelah dilakukan pemeriksaan ulang data ditemui bahwa ada kesalahan 
dalam penyusunan dan pengetikan formulir oleh Kasi Pemberantasan 
Penyakit, serta ada ketidaksinkronan data antara Dinkes dengan puskesmas 
yang disebabkan oleh adanya perbedaan penyusunan laporan karena 
metode/standar penghitungan yang berbeda. 
2. Dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tidak terlepas dari berbagai 
hambatan, antara lain: 
a. Kurangnya anggaran dana dari APBD untuk membiayai pelaksanaan 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD di Dinkes 
Kabupaten Magetan. Selain itu, realisasi dana juga terlambat. 
b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membersihkan lingkungan 
dan saat ada warga yang sakit tidak segera dirujuk ke puskesmas atau 
RS. 
c. Masih kurangnya gerakan PSN. 
d. Susahnya koordinasi dengan masyarakat maupun perangkat desa. 
e. Rendahnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan masyarakat 
kurang begitu paham mengenai penyakit DBD dan kurang begitu 
peduli terhadap penyakit tersebut. 
 
B. Saran 
       Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selaku motivator dan fasilitator 
program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD sebaiknya 
mengkoordinasikan dan mengusulkan peningkatan anggaran agar 
pelaksanaan program dapat ditingkatkan. 
b. Dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat dalam membersihkan 
lingkungan maka masyarakat harus disadarkan agar berperilaku hidup 
bersih dan sehat. Hal ini dimulai dari keluarga sendiri (ayah, ibu, dan 
anak) dan memotivasi keluarga yang lain. Selain itu juga bisa dilakukan 
pendekatan pada masyarakat dengan mengadakan lomba kebersihan dan 
pemberian hadiah, jangan hanya dilakukan penyuluhan terus menerus. 
c. Untuk mengatasi masalah masih kurangnya gerakan PSN maka perlu 
dibangun kesepakatan masyarakat untuk melakukan PSN DBD secara 
rutin/teratur, misalnya kegiatan Jum’at bersih. 
d. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat adanya fenomena 
kesalahan dalam penyusunan data. 
e. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik diadakan pemeriksaan ulang ke 
seluruh puskesmas untuk lebih mengetahui adanya perbedaan data. Dalam 
penelitian ini hanya mengambil 6 sampel puskesmas karena adanya 
keterbatasan waktu.   
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